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ABSTRAKSI
Setiap tahun Negara menyusun berbagai perencanaan yang esensinya adalah
terciptanya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan secara merata, dan yang
sangat berkaitan dengan terwujudnya hal tersebut adalah adanya keseriusan dari
pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan, terutama yang menyangkut masalah
ekonomi bangsa yang berbasis pada persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Konsep anggaran APBN modern sebenarnya bias mengadopsi
konsep Baitulmaal denga napa yang disebut balanced budget. Seimbang antara
yang diterima dengan yang dikeluarkan. Maka dari itu, meski utang diperbolehkan,
tetapi tidak dianjurkan dalam Islam. Dalam pengelolaan keuangan Negara,
Rasulullah SAW sebagai pemimpin selalu berusaha menerapkan kebijakan-
kebijakan yang tujuan akhrirnya adalah kemaslahatan ummat. Prinsip utama yang
Rasulullah ajarkan adalah bagaimana menerapkan balanced budget. Pengaturan
APBN yang dilakukan Rasulullah SAW secara cermat, efektif dan efisien,
menyebabkan jarang terjadinya deficit anggaran meskipun sering terjadi
peperangan.
Dalam skripsi ini, dengan menggunakan analisis normative disimpulkan
Bahwa terdapat beberapa hal dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia yang
sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, seperti prinsip dasar penarikan pajak,
pembentukan BUMN sampai belanja Negara terkait dengan kebutuhan masyarakat
dalam hal pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur. Walaupun belum
sepenuhnya sesuai, namun hal tersebut lebih disebabkan oleh moral hazard
parapengelola dilapangan yang menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan
keuangan publik diIndonesia.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kondisi perekonomian merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat
kesejahteraan suatu masyarakat. Sebuah negara akan dipandang sebagai negara yang
sejahtera manakala memiliki sistem ekonomi yang mapan dan memiliki pendapatan
yang mencukupi. Sebaliknya, kondisi perekonomian yang carut-marut, banyak warga
yang berada di bawah garis kemiskinan, jutaan rakyat menganggur, maka negara
tersebut tidak dapat dikatakan negara sejahtera. Paradigma inilah yang menjadikan
ilmu ekonomi sebagai ilmu yang paling penting dalam kehidupan manusia.Berbagai
teori dikemukakan oleh para ahli dan para pemikir dari zaman Yunani hingga saat
ini.Semua teori dan pandangan tersebut diperuntukkan membangun masyarakat yang
lebih berkeadilan dan lebih sejahtera.1
Tujuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah negara adalah dengan
singkat : mempertinggi kemakmuran rakyat. Tetapi bukan sedikit yang tersimpul
dalam beberapa kata itu. Kewajiban pemerintah demikian luasnya, sehingga
sebenarnya tidak dapat lagi dikemukakan sebagai suatu kewajiban saja, akan tetapi
sebagai suatu rangkaian kewajiban. Kewajiban pemerintah adalah berusaha supaya
rakyat dapat hidup damai, mendapat perlindungan jiwa dan harta benda,
1
. Ofan El-Govhar“ Keseimbangan IS-LM dalam Perspektif Islam”. Diakses pada 09
Desember  2009. Dari http://djophan.blogspot.com/2009/04/bab-i-pendahuluan.html
mendapat perlindungan yang sebaik-baiknya bagi kesehatan, keamanan dan lain
sebagainya.2
Hampir setiap negara di dunia ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu
meningkatkan kesejahteraan, melindungi, dan memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Tujuan negara ini, pada umumnya telah dirumuskan di dalam konstitusi negara. Di
Indonesia, tujuan negara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan
kewajiban serta tujuan pemerintah membutuhkan tenaga yang tidak
sedikit.Kewajiban dan tujuan itu tidak mungkin dilaksanakan jika tidak ada alat
pemerintah yang luas sekali.Semua ini memakan uang, dan banyak sekali.Bukan
jutaan, tetapi bermiliar-miliar setahun.3
Di Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah
sebagai pengelola negara diberikan mandat untuk mengelola aset-aset negara,
sehingga aset-aset tersebut dapat menjadi sumber pendapatan negara. Pendapatan
2 A. J. Wisse. Keuangan Negara. (Jakarta: MCMLI Jajasan Pembangunan Djakarta, 1951). h.
11
3 ibid
negara ini yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam
melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan
dengan keuangan negara harus diatur.4
Sudah menjadi suatu kelaziman bagi sebuah negara, bahwa setiap tahunnya
negara menyusun berbagai perencanaan yang esensinya adalah terciptanya keadilan,
kemakmuran dan kesejahteraan secara merata, dan yang sangat berkaitan dengan
terwujudnya hal tersebut adalah adanya keseriusan dari pemerintah dalam hal
mengeluarkan kebijakan, terutama yang menyangkut masalah ekonomi bangsa yang
berbasis pada persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN). Hal ini
sejalan dengan pendapat tokoh ekonomi Indonesia, M. Arif Djanaludin, bahwa salah
satu alat penting dalam rangka pembiayaan pembangunan yang berada di tangan
pemerintah adalah anggaran belanja negara.Pelaksanaan kebijaksanaan tersebut
mempunyai pengaruh langsung terhadap bidang ekonomi dan social, baik disektor
pemerintah maupun sector swasta.Oleh karena itu anggaran belanja menjadi sangat
penting sebagai suatu aksi pemerintah.5
Sebuah anggaran dapat dijadikan tolak ukur kinerja dari pelaksanaan
kebijakan anggara pemerintah.Apabila terjadi defisit anggaran, misalnya, ini
4 M. Ikhsan Agus Santosa Harmanti. “Administrasi Keuangan Publik” . Artikel di akses pada
tanggal 08 Maret 2010 dari :
http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=17:mapu5202-
administrasi-keuangan-publik&catid=32:pps
5 Endang Larasati, Keuangan Negara, (Jakarta: Univesitas Terbuka, 1996), h. 7-12
menunjukkan semakin kecilnya peranan dan kemandirian pemerintah dalam
pembiayaan pembangunan.6
Defisit yang besar memiliki sejumlah impilikasi.Ia bersifat inflasioner,
cenderung meningkatkan suku bunga, dan menjepit sector investasi. Deficit anggaran
yang terus berlanjut akan makin merepotkan, karena di Indonesia khususnya, deficit
dalam anggaran selalu ditutup dengan komponen pinjaman luar negeri.7 Dimana
setiap tahunnya memiliki kecenderungan untuk semakin meningkat. Sebagaimana
data yang didapat dari website Departemen Keuangan Republik Indonesia dibawah
ini :
Tabel I. 1
Posisi Total Stok Utang per 31 Januari 2009
Dalam
Triliuna
Rupiah
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pnjaman 602 594 591 613 612 562 586 717 746
Surat
berharga
negara
661 655 649 662 656 748 801 906 920
Total uang
pemerintah
1,263 1,249 1,249 1,275 1,268 1,310 1,387 1,623 1,667
Sumber: http://www.anggaran.depkeu.go.id
Dari gambaran diatas, salah satu faktor penting yang mesti diperhatikan dalam
penyusunan RAPBN adalah pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri.Karena
6 Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang
Luar Negeri. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2005). h. 110
7 Ibid. h. 122
pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri semakin memberatkan beban
anggaran pemerintah. Gangguan pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri
diperkirakan akan sangat berlanjut. Cicilan utang luar negeri merupakan factor kritis
yang setiap tahun menyita hampir separuh dari pengeluaran rutin.8 Hal ini juga dapat
dilihat dari data dibawah ini yang menggambarkan cicilan utang dan bunga yang
harus dibayar dari jumlah utang Indonesia.
Tabel I. 2
Data Utang Luar Negeri Indonesia (2001-2009** )
Dalam Miliar
USD
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tambahan
Utang
5,51 5,65 5,22 2,60 5,54 3,66 4,01 3,89 ???
Cicilan
Utang+Bunga
4,24 4,57 4,96 5,22 5,63 5,79 6,32 5,87 >5
*1 USD = Rp 12.000 (asumsi rata-rata)
** Data Utang Indonesia per 31 Januari 2009
Sumber: http// www.dmo.or.id
Dalam kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang patut disimak secara
seksama.Pertama, porsi pengeluaran rutin diluar utang luar negeri menjadi tertekan
sehingga harus berkorban untuk pembayaran utang luar negeri yang
kecenderungannya menjadi meningkat dari tahun ke tahun. Kedua, anggaran
pembangunan langsungpun semakin tertekan karena penerimaan dalam negeri juga
harus dikorbankan untuk pengeluaran rutin, yang didominasi oleh pembayaran utang
luar negeri. Ketiga, posisi tabungan pemerintah sebenarnya cukup besar, paling tidak
8Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri.Keuangan Negara dan Analisis
Kebijakan UtangLuar Negeri. h. 123-125
dilihat dari kondisi perekonomian yang ada. Ironisnya, jumlah tabungan pemerintah
ini kadangkala tidak cukup untuk mengimbangi besarnya cicilan bunga dan utang luar
ngeri.9 Konsep angaran APBN modern sebenarnya bisa mengadopsi konsep
Baitulmaal dengan apa yang disebut balanced budget. Seimbang antara yang diterima
dengan yang dikeluarkan.Maka dari itu, meski utang diperbolehkan, tapi tidak
dianjurkan dalam Islam.Dalam pengelolaan keuangan negara, Rasulullah SAW
sebagai pemimpin selalu berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan yang tujuan
akhirnya adalah kemaslahatan ummat. Prinsip utama yang Rasulullah ajarkan adalah
bagaimana menerapkan balanced budget. Pengaturan APBN yang dilakukan
Rasulullah SAW secara cermat, efektif dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya
defisit angaaran meskipun sering terjadi peperangan.10
Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan
pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah
syar’iyah dan penentuan skala prioritas. Menurut Chapra, komitmen terhadap nilai-
nilai Islam dan maqashid harus dilakukan. Maqashid akan membantu terutama
mereduksi kesimpangsiuran keputusan pengeluaran pemerintah dengan memberikan
criteria untuk membangun prioritas.11 Hal yang tak kalah penting
9Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri.Keuangan Negara dan Analisis
Kebijakan UtangLuar Negeri. h.125
10Euis Amalia. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga
Kontemporer. (Jakarta: Granada Press. 2007). h. 20
11Umer Chapra.Islam dan Tantangan Ekonomi (terj) Cet. Ke-1, (Jakarta:Gema
Insani Press, 2000). h. 287
untuk diungkap terkait dengan pengelolaan keuangan publik dalam Islam, yakni
pandangan Abu Ubaid yang menenkankan keadilan sebagai prinsip utama.
Pengimplementasian prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan
keselarasan sosial.12
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tetarik untuk mengetahui dan
memahami labih jauh seputar masalah tersebut sehingga penulis melakukan penulisan
skripsi ini dengan judul:“PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ”
.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sangat beragam, yaitu : bidang
produksi, distribusi, konsumsi, politik ekonomi, kebijakan fiscal dan moneter dan lain
sebagainya. Agar penelitian pada skripsi ini fokus pada persoalan yang dimunculkan,
maka penulis membatasi penelitian hanya pada pengelolaan keuangan negara yang
terkait dengan pengelolaan keuangan publik.Selain itu, dalam penelitian ini objek
penelitian dibatasi hanya pada pengelolaan keuangan publik di Indonesia pada masa
pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I (2004-2009).
12Adiwarman Azwar Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.ed. 3. (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada. 2006). h. 272
Bilamana terdapat isi bahasan penulis membahas aspek diluar kebijakan tersebut
diatas, misalnya produksi ataupun konsumsi, hal itu dimaksudkan untuk
mempertajam analisa penelitian.
2. Perumusan Masalah
Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Publik dalam Ekonomi Islam ?
2. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia ?
3. Bagaimana Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia dengan
Pengelolaan Keuangan Publik dalam Ekonomi Islam ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dengan adanya semua perumusan masalah diatas, diharapakan adanya suatu
kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini.Tujuan yangingin
dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui tentang konsep Pengelolaan Keuangan Publik dalam
Ekonomi Islam.
2. Mengetahui Tentang Konsep Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia
3. Menganalisis Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia
dengan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Ekonomi Islam.
2. Manfaat Penelitian
Terkait dengan tujuan diatas, maka penulisan ini memiliki manfaat bagi :
a. Penulis ; penelitian ini sebagai studi awal dan menambah wawasan
mengenai ekonomi Islam khususnya dalam konsep pengelolaan keuangan
publik Islami.
b. Fakultas ; penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan dan
sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, staf pengajar dan lainnya.
c. Masyarakat ; merupakan sumber referensi dan saran pemikiran bagi
kalangan akademisi dan praktisi didalam menunjang penelitian
selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi
penelitian yang lain
D. Kajian Pustaka (Review Studi Terdahulu)
Nama, Judul Skripsi
Muhammad Al-Habsyi,
“Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Terhadap
Zakat Sebagai Salah Satu Sumber
Kebijakan Fiskal negara”, ajaran Islam
maupun dari sisi 2008.
Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi
zakat adalah ibadah social yangmemiliki
posisi sangat penting, strategis,dan
menentukan, baik dilihat dari sisiajaran
Islam maupun dari sisipembangunan
kesejahteraan umatZakat adalah salah satu
bagian dari aturan jaminan social dalam
Islam. Berdasarkan kajian terhadap
kebijakan fiscal pada masa awal Islam,
terlihat bahwa zakat memainkan peranan
penting untuk mencapai tujuan kebijakan
fiscal.
Khairul Fahmi Al Mansyur,
“Kebijakan Fiskal Pada Masa
Pemerintahan Nabi Muhammad SAW”,
2005.
Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad
di Madinah terdapat beberapa sumber
pendapatan kas negara yaitu, Khums,
Wakaf, Kharaj, Zakat, Jizyah, uang
tebusan untuk para tawanan perang dan
pinjaman-pinjaman. Sedangkan kebijakan
pengeluaran negara antara lain,
penyebaran Islam, Gerakan Pendidikan
dan Kebudayaan, Pengembangan Ilmu
Pengetahuan, Pembangunan Infrastruktur,
pembangunan armada perang dan
keamanan, penyedia layanan
Kesejahteraan social.
Acep Saputra,
“Pemikiran Imam Al-Mawardi tetntang
kebijakan Fiskal’’,2003
Sumber pendapatan negara yaitu, zakat,
fai’, ghanimah, jizyah dan kharaj. Dari
kelima hal tersebut zakat mendapat
pemaparan yang cukup banyak dari
beliau.Dari sisi pengeluaran beliau
menekankan agar semua pos-pos
pengeluaran negara dapat dipenuhi secara
tepat dan tidak berlebihan.
Sedangkan pada skripsi ini yang berjudul :“PENGELOLAAN KEUANGAN
PUBLIK DI INDONESIA DITINJAU DARI PESPEKTIF EKONOMI ISLAM ”.,
penulis tidak membahas mengenai instrument keuangan negara Islam secara khusus,
ataupun penerapan kebijakan Fiskal dimasa Rasul saja tapi mengenai konsep
pengelolaan keuangan negara Islami secara umum untuk selanjutnya melakukan
analisis terhadap kebijakan pengelolaan anggaran Indonesia, yang diharapkan akan
memperoleh kesimpulan tentang konsep pengeloalaan keuangan publik Islami, serta
mengetahui bagaimana kesesuaian pengeolaan keuangan publik di Indonesia dengan
konsep pengelolaan keuangan publik dalam EkonomiIslam.
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual
1. Kerangka Teori
Dari beberapa pendapat ahli hokum  seperti, M. Yamin, Allons, dan
D.Simons, definisi keuangan negara bersifat plastis, tergantung kepada sudut
pandang, sehingga apabila berbicara keuangan negara dari sudut pemerintah, yang
dimaksud keuangan negara adalah APBN, sedang apabila bicara keuangan dari sudut
pemerintah daerah, yang dimaksud keuangan negara adalah APBD, demikian
seterusnya dengan Perjan, PN-PN maupun Perum. Dengan perkataan lain definisi
keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, Keuangan negara pada
Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya, sedangkan definisi keuangan negara dalam
arti sempit, hanya meliputi setiap badan hokum yang berwenang mengelola dan
mempertanggungjawabkannya. Menyitir pendapat Otto Eickstein (1979); Musgrave,
Richard A (1959); Roges Douglas & Melinda Jones (1996), apabila berbicara
mengenai keuangan yang meliputi APBN, APBD dan BUMN serta BUMD, tidaklah
tepat apabila menggunakan istilah keuangan negara, yang lebih tepat adalah
menggunakan istilah Keuangan Publik.13
Setiap tahun pemerintah menghimpun dan membelanjakan dana melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja negara atau APBN. Istilah APBN yang dipakai di
Indonesia secara formal mengacu pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang
dikelola pemerintah pusat.14
13Hilman Tisnawan. “ Resensi Buku Keuangan Publik Dalam Perspektif
Hukum Teori, Praktik, dan Kritik”. Artikel di akses pada tanggal 08 Maret 2010 dari
http//ww.bi.go.id/NR/rdonlyres/A0050DCB-4CF8-4A5E-
B196BF1B4D6A4028/8011/5resensi.pdf
14Anggito Abimanyu. “ Perencanaan dan Penganggaran APBN” . Diakses pada
22 Desember 2009dari:http://www.depkumham.go.id/NR/rdonlyres/C336ABF8-
7005-40F3-
87D08520FD969BF2/1758/KeuanganPerencanaandanPenganggaranAPBN.pdf
Yang dimaksud dengan anggaran (budget) ialah suatu daftar atau pernyataan
yang teperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapka dalam
jangka waktu tertentu; yang biasanya adalah satu tahun.15
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
1. Anggaran Defisit ( Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif.
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat
pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus
pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan
ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus ( Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif.
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat
pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik
anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang
ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan
permintaan.
3. Anggaran Berimbang ( Balanced Budget) Anggaran berimbang terjadi
ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan
pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian
anggaran serta meningkatkan disiplin.
Namun Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) yang merupakan
15M. Suparmoko. dkk. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, ed: 5.
/(Yogyakarta: BPFE). h. 47
gambaran bagaimanan pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan Keuangan
negara, dalam prakteknya tidak pernah seimbang merupakan hal yang aneh dan
membingungkan. Menurut Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri dalam bukunya
“Keuangan negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri”,sebagai pemikir
(ekonom) menganggap bahwa konsep APBN yang seimbang adalah semu, dimana
deficit dalam anggaran selalu ditutup dengan komponen pinjaman luar negeri.16
Argument yang dipakai adalah bahwa persoalan berimbang atau tidak bukan
ditentukan oleh factor deficit maupun surplus sebuah anggaran Tetapi yang paling
penting adalah persoalan bagaimana menutup deficit tersebut Hal ini akhirnya
memiliki dampak tersendiri bagi keuangan negara, karena beban utang dan bunga
yang tiap tahun semakin meningkat.
Kebijakan fiscal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam tata
perekonomian Islam sejak awal.Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiscal merupakan
salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali
termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan,
intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Untuk mengelola sumber penerimaan
negara dan sumber pengeluaran negara, maka Rasulullah menyerahkannya kepada
baitulmaal dengan menganut asas anggaran berimbang ( balance budget).17
Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan
16Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri.Keuangan Negara dan Analisis
Kebijakan UtangLuar Negeri. h. 122
17Nurul Huda, dkk. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis. Ed:1 (Jakarta :
Kencana Prenada Media Group. 2008). Cet. Ke-1. h. 162
pengeluaran pemerintah.Dalam ajaran Islam hal tersebut dipandu oleh kaidah-kaidah
Syar’iyyah dan penentuan skala prioritas.18 Menurut Chapra, komitmen terhadap
nilai-nilai Islam dan maqashid harus dilakukan. Maqashid akan membantu terutama
mereduksi kesimpangsiuran keputusan pengeluaran pemerintah dengan memberikan
criteria untuk membangun prioritas. Maqashid akan dapat diperkokoh dengan
sandaran kepada enam prinsip dibawah ini yang diambil dari kaidah ushul yang telah
dikembangkan selama berabad-abad oleh para fuqaha untuk menyediakan sebuah
basis rasional dan konsisten bagi perundang-undangan Islam.19
1. Kebijakan belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah.
2. Menghindari masyaqqah kesulitan dan mudharat harus didahulukan ketimbang
melakukan pembenahan.
3. Mudarat individu dapat dijadikan alasan alasan demi menghindari mudarat dalam
skala umum.
4. pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat
dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
5. Kaidah yang menyatakan yang bahwa yang mendapatkan menfaat harus siap
menanggung beban ( yang ingin untung harus siap menanggung kerugian ).
6. Kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa
ditunjang oleh factor penunjang maka lainnya tidak dapat dibangun, maka
18Eko Suprayitno. Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan
Konvensional. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005). h. 168
19Umer Chapra.Islam dan Tantangan Ekonomi. h. 287
menegakkan factor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.
Lebih lanjut M. Umer Chapra menjelaskan bahwa pemerintah muslim harus
meminimalkan pinjaman, dan ini dapat dilakukan hanya jika mereka menegakkan
disiplin ketat pada program pengeluaran dan tidak melampauinya. Hal ini tidak harus
menjadi hambatan bagi program pembangunan mereka, sebab masih mungkin
menyiapkan pembiayaan bagi hampir semua proyek mereka yang bernilai dengan
menggunakan sejumlah cara yang dapat diterima oleh syari’ah diluar pinjaman,
seperti leasing dengan sector swasta ataupun menggalakkan filantropi swasta.
Dengan demikian, tidaklah realistis bagi pemerintah muslim berbicara tentang
Islamisasi, tanpa berusaha secara serius memperkenalkan efisiensi dan pemerataan
yang lebih besar dalam keuangan public dan mengurangi deficit anggaran.20
2. Kerangka Konseptual
20Umer Chapra.Islam dan Tantangan Ekonomi. h. 299-301
PENGELOLAAN
KEUANGAN PUBLIK ISLAM
APBN INDONESIA
Tinjauan Ekonomi Islam
Terhadap Pengelolaan Keuangan
Publik di Indonesia
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian
Secara keseluruhan Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan
matematis, statistic dan lain sebagainya, melainkan menggunakan penekanan
ilmiah.21atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai
dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan cara-cara lain dari
kuantifikasi.22 Bilamana terdapat ilustrasi yang mengarah pada perhitungan yang
berbentuk angka-angka (kuantitatif), maka hal itu dimaksudkan hanya untuk
mempertajam analisa dan menguatkan argumentasi penelitian. Secara keseluruhan
pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan
normative, yaitu penelitian ekonomi normative. Bilamana terdapat data-data empiris,
maka hal itu dimaksudkan untuk hanya untuk mempertajam analisa dan menguatkan
argumantasi panelitian
2. Jenis Data dan Sumber Data
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis hanya menggunakan dua jenis sumber
data yaitu:
a. Sumber Data Primer
21Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ed: revisi (Bandung: PT
Remaja Rosda Karya, 1997), cet. Ke-8, h.6
22Salam, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,
1997). h.30
Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul
data. Data yang diperoleh berupa dokumen dalam bentuk nota anggaran Indonesia
pada tahun 2004-2005
b. Sumber Data Sekunder
Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data.Berupa literature – literature kepustakaan seperti buku – buku
Ekonomi secara umum baik Ekonomi Islam maupun Ekonomi Konvensional, artikel,
majalah serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah
Studi Dokumentasi Naskah (Library research), yaitu pengumpulan data dengan cara
mengkaji buku-buku ilmiah, literature, media cetak dan atau semua bahan tertulis
lainnya, termasuk karya ilmiah yang di akses dari internet. Data-data deskriptif yang
didapatkan dari berbagai literature tersebut akan disusun ulang hingga dapat menyatu
dengan teks-teks atau pembuatan skripsi
4. Teknik Analisa Data
Teknik yang digunakan pada skripsi ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif
berarti teknik analisa dengan cara menjelaskan konsep Ekonomi Islam tentang konsep
kebijakan fiscal yang terkait dengan pengelolaan keuangan publik secara apa adanya
tanpa interpretasi dari penulis. Setelah itu, penulis mencoba mengelaborasikan konsep
ini agar dapat diambil sebuah kesimpulan yang komprehensif mengenai kebijakan
pengelolaan keuangan publik dalam Persektif Islam yang telah dikaitkan dengan studi
empiris mengenai kondisi perekonomian di Indonesia khusunya dalam kasus tersebut
diatas.
5. Teknik Penulisan
Adapun teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan
“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta 2007”.
G. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dan memperjelas penyusunan skripsi ini, maka secara
sistematis penulis membagi skripsi ini kedalam lima bab denagn sub-sub sebagai
berikut:
BAB I Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang
Masalah,Pembatasandan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat
Penelitian, Review Studi, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian,
Sistematika penulisan.
BAB II Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Islam, yang berisi tentang
Pengertian Pengelolaan Keuangan Publik Islam, Fungsi dan Tujuan
Pengelolaan Keuangan Publik Islam, Lenbaga Pengelolaan Keuangan
Publik Islam, serta Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan public
Islam.
BAB III Gambaran Umum Indonesia, yang berisi tentang Sejarah Indonesia,
Kebijakan Anggaran di Indonesia.
BAB IV Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Keuangan Publik
di Indonesia, yang berisi tentang Deskripsi Tentang Pengelolaan
Keuangan Publik di Indonesia, Analisis Terhadap Pengelolaan
Keuangan Publik di Indonesia.
BAB V PENUTUP berisi, Kesimpulan dan Saran
BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK ISLAM
A. Pengertian Pengelolaan Keuangan Publik Islam
Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan
masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun oleh pemerintah.1
Abu Ubaid memandang kekayaan publik merupakan suatu kekayaan khusus, dimana
pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada
masyarakat.2
Kebijakan pengelolaan keuangan publik juga dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu suatu
kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan.Kebijakan fiskal meliputi
kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang.3
Lima belas abad yang lampau tidak ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus
keuangan dan kekayaan negara dibelahan dunia manapun. Pemerintah suatu negara adalah badan
yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan.Rasulullah
adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara di
abad ketujuh, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan
kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara.Hasil pengumpulan itu adalah milik
1 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).Ekonomi Islam. (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. 2008). h. 515
2 Ugi Suharto. Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab Al-AmwalAbu Ubaid.
(Yogyakarta: Pusat Studi Zakat. 2004). h. 85
3 M. Nazori Majid. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya Dengan EKonomiKekinian.
(Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)- STIS Yogyakarta. 2003). h.202
negara dan bukan milik individu.4
Karena harta yang dihasilkan merupakan harta milik negara dan dipergunakan untuk
kemakmuran rakyat, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengaturan terhadap harta tersebut.
Pengertian pengawasan harta dalam aturan harta Islam kadang tidak berbeda menurut
para penulis modern dalam harta umum.Yaitu mengikuti aturan-aturan, kaidah dan petunjuk
tertentu yang bertujuan untuk menjaga harta umum, mengembangkan dan melindunginya, baik
dalam mengumpulkan atau mengeluarkannya dan mengawasinya untuk mencegah kelalaian, dan
membenarkan kesalahan agar harta umum tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan
ummat secara menyeluruh.5
Pengawasan harta dalam aturan harta Islam mempunyai peran yang penting karena ia
merupakan alat untuk melindungi sumber baitulmaal dan menjaganya dari setiap kesia-siaan,
baik kesia-siaan penguasa atau rakyat. Keduanya saling mengawasi untuk menjaga sumber
baitulmaal dan melindunginya dari pelanggaran dan untuk memastikan pengumpulan dan
pengeluarannya sesuai dengan kaidah syariah.6 Sebagaimana yang diperingatkan oleh Abu Yusuf
bahwa uang publik adalah amanah yang akan dimintakan pertanggung jawabannya maka harus
digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat.7
4Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).Ekonomi Islam. h. 490
5Jaribah bin Ahmad Al- Haritsi. Fikih Ekonomi Umar bin Khatthab. Penerjemah H. Asmuni Solihan
Zamakhsyari .(Jakarta: Khalifa, 2006). h.619
6Jaribah bin Ahmad Al- Haritsi. Fikih Ekonomi Umar bin Khatthab h. 620
7Euis Amalia. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. h.
B. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Publik Islam
Pengertian pengawasan dan pengaturan harta negara dalam Islam memang memlikiki
kesamaan dengan pengertian yang dibuat oleh para ekonom modern, namun tidak berarti
memiliki kesamaan dalam semua tujuan dan cara. Karena pengawasan dan pengaturan harta
dalam Islam mempunyai kelebihan dengan dasar-dasar aqidah dan akhlak yang bersumber dari
Al-Quran dan Hadis.Karena itu ia mempunyai tujuan-tujuan dan cara yang tidak ada dalam
sistem lain.8
M.A Abdul Manan didalam bukunya yang berjudul Ekonomi Islam Teori dan
Praktek.Beliau menandaskan bahwa dari semua kitab agama masa dahulu, Al-Quranlah satu-
satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai
pendapatan dan pengeluaran atau yang lebih dikenal dengan kebijakan fiskal.Menurtnya pula
kebijakan fiskal dalam suatu negara harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-
nilai Islam. PrinsipIslam tentang kebijakan fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja
bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan
berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.9
Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional,
namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi.
Tujuan dari semua aktivitas ekonomi – bagi semua manusia – adalah untuk memaksimumkan
kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat un tuk mencapai tujuan
tersebut.10
8Jaribah bin Ahmad Al- Haritsi..Fikih Ekonomi Umar bin Khatthab. h.020
9M.A Manan, (terj), Ekonomi Islam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Internasa, 1992), h. 230
10Muhammad ,Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam. (Jakarta :Salembat Empat. 2002.
h.197-198.
Pada sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan
keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini.Namun dalam Islam, konsep kesejahteraannya
sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih
ditekankan daripada pemilikan material.
Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk (1)pengalokasian sumber daya
secara efisien; (2) pencapaian stabilitas ekonomi; (3) mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
yang akhir-akhir ini muncul adalah (4) pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai.
Sebagaimana ditunjukkan oleh Faridi dan Salama (dua orang ekonom muslim) bahwa tujuan ini
akan tetap sahditerapkan dalam sistem ekonomi Islam. Walaupun penafsiran mereka
akanmenjadi berbeda.11
Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam akan dapat digunakan untuk mencapai tujuan
yang sama sebagaimana dalam ekonomi non-Islam, ditambah dengan tujuan lain yang
terkandung dalam aturan (doktrin) Islam. Ada tiga tujuan yang dikenal dalam Islam:12
1. Islam menetapkan tingkatan yang mulia (tinggi) terwujudnya persamaan dan
demokrasi, diantara prinsip-prinsip dan hukum yang lain, prinsip ,mendasar adalah
“Agar kekayaan (harta) itu tidak hanya beredar diantara segelintirorang kaya saja”
(QS. 59:7). Hal ini mengambil tindakan bahwa ekonomi Islam harus lebih berperan
dalam setiap anggota masyarakat.
2. Islam melarang pembayaran bunga atas segala bentuk pinjaman. Hal ini
menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak akan menggunakan perangkat bunga dalam
tujuan mencapai tingkat keseimbangan pada pasar uang (keseimbangan antara
11 M. Nazori Majid. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya Dengan EKonomiKekinian. h.
205
12 Sayed Afzal Peerzade.Readings In Islamic Fiscal Policy. (Delhi: Adam Publishers & Distributors.
1996). h. 88-89
permintaan dan penawaran uang).
3. Ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat
yang terbelakang dan untuk memajukan dan menyebarkan ajaran Islam seluas
mungkin. Dengan demikian sebagian dari pengeluaran pemerintah akan
diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai syariah dan meningkatkan
kesejahteraan saudara Muslim yang kehidupan ekonominya kurang berkembang
(terbelakang).
Tujuan dan fungsi yang paling penting untuk dijadikan bahan diskusi dalam rangka
mengenali karakteristik fundamental sistem keuangan dan fiskal Islam dalam ekonomi Islam
adalah sebagai beriktu : (1) Kelayakan Ekonomi yang luas berlandaskan full employment dan
tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum; (2) keadilan sosio ekonomi dengan pemerataan
distribusi pendapatan dan kesejahteraan; (3) stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan
medium of exchange dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan, patokan yang adil dalam
penangguhan pembayaran, patokan yang adil dalam penangguhan pembayaran, dan nilai tukar
yang stabil; (4) penagihan yang efektif dari semua jasa biasanya diharapkan dari sistem
perbankan. 13
Kebijakan fiskal dalam Islam tidak lepas dari kendali politik ekonomi ( as-siyasatu al-
iqtishadi) yang bertujuan, sebagaimana yang dikemukakan Abdurrahman Al-Maliki, yaitu
menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer ( al-hajat al-asasiyah/ basic needs) per
individu secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap individu diantara mereka dalam memenuhi
13 M. Nazori Majid. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya  DenganEKonomiKekinian.
h. 213-214
kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya ( al-hajat al-kamaliyah) sesuai kadar
kemampuannya.14
Kita akui bahwa pemerintah memiliki otoritas penuh terhadap kebijakan dan pengaturan
yang diputuskan olehnya dengan persyaratan bahwa keputusan pengambilan kebijakan harus
berkesesuaian dengan nilai dan tujuan syariat.Sejumlah sarjana Muslim mendukung pandangan
bahwa kekuasaan politik sangat dibutuhkan, dengan tujuan untuk memperkuat ajaran
sepenuhnya, baik secara personal maupun dalam kehidupan sosial.15
C. Lembaga Pengelolaan Keuangan Publik Islam
1. Pengertian Baitul Maal
Baitulmaal berasal dari kata bait( rumah) dan maal (harta). Jadi arti harfiahnya adalah
rumah harta.16Adapun secara terminologis ( ma’naishtilahi), sebagaimana uraian Abdul Qadim
Zallum (1983) dalam kitabnya Al Amwaal FiDaulah Al Khilafah, Baitul Mal adalah suatu
lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa
pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang
tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya.Secara hukum, harta-harta
itu adalah hak Baitul Mal, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan
14 Mustafa Edwin Nasution, dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. (Jakarta:Kencana Prenada Media
Group. 2006). h. 225
15 A. A. Islahi. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. (Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1997). h. 216
16 Adiwarman A. Karim. Ekonomi Makro Islami. (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada.2007) h.247
Baitul Mal maupun yang belum.17
Baitulmaal adalah lembaga pengelola keuangan negara sehingga terdapat kebijakan fiscal seperti
yang kita kenal saat ini.18
Dengan demikian, Baitul Mal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah
lembaga atau pihak yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran.
Namun demikian, Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat ( al-makan)
untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.
2. Kelembagaan Baitul Maal
Dimasa Rasulullah, selelsai perang Badar (2 H), Baitulmaal hanya sebagai pihak, belum
berbentuk bangunan. Jika datang harta untuk negara, Rasulullah dibantu para sahabat mencatat
dan langsung membagikannya kepada yang berhak.Penyegeraan pembagian harta Baitulmaal
juga dilakukan sejak masa Rasulullah. Semasa Rasulullah masih hidup, Masjid Nabawi
digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus menjadi tempat tinggalnya dan baitulmaal.
Tetapi binatang-binatang ternak tidak bisa disimpan di baitulmaal. Sesuai dengan
alamnya,binatang-binatang tersebut ditempatkan di padang terbuka.19Setelah Abu Bakar wafat
dan ke-Khalifaan diteruskan oleh Umar bin Khattab (13-23 H/ 634-644 M), dalam ke-
Khalifaannya banyak kemajuan yang dialami oleh ummat Islam. Cikal bakal lembaga Baitul
Maal yang telah dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh Abu
17 M. Shiddiq Al Jawi, “ Baitulmaal Tinjauan Historis dan Konsep Idealnya ”. artikel diakses pada 25
Februari 2010 dari http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=47
18 Adiwarman A. Karim. Ekonomi Makro Islami. h. 247
19 M. Nazori Majid. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya Dengan EKonomiKekinian. h.182
Bakar ash- Shiddiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan khalifah Umar
bin Khattab sehingga menjadi lembaga yang regular dan permanen.Pada tahun 16 H, bangunan
lembaga baitulmaal pertama kali didirikan dengan Madinah sebagai pusatnya.Khalifah Umar
melakukan reorganisasi Baitulmaal dengan mendirikan Diwan Islam (DI) yang pertama disebut
dengan al-Diwan.Sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta.Khalifah Umar juga
mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta Baitulmaal. Yang menarik,
Baitulmaal memiliki cabang-cabang disetiap ibu kota provinsi. Tiap cabang dan pusat memiliki
buku induk yang mencatat segalanya.20
Umar juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam
mengelola harta Baitulmaal.di tingkat provinsi, pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta
ummat tidak bergantung pada gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh dalam
melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.21
3. Sumber Pemasukan dan Pengeluaran Baitul Maal
a. Sumber Pemasukan Baitul Maal
Pendapatan utama negara (primer) dalam sistem ekonomi Islam, menurut Abu Ubaid
dalam kitabnya Al-Amwal, berdasarkan sumbernya dapatdiklasifikasikan kedalam tiga
kelompok, yaitu : (1) Ghanimah, (2) Shadaqah, (3) Fay’.22Klasifikasi seperti ini juga
dikemukakan dengan Ibnu Taimiyah dalam mengklasifikasikan seluruh sumber pendapatan
negara mempertimbagkan asal-usul dari sumber pendapatan serta tujuan pengeluarannya.
Seluruh sumber pendapatan di luar Ghanimah dan sedekah, berada dibawah nama
Fay’.Klasifikasi seperti ini menurut Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Kharaj, adalah mengikuti sifat
20 Euis Amalia. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer.h. 34
21 Ibid
22 Euis Amalia. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. h. 71
keagamaan dari sumber-sumber pendapatan negara tersebut. Melakukan klasifikasi seperti ini
sangat penting, karena pendapatan dari setiap kategori harus dipelihara secara terpisah dan tidak
boleh dicampur sama sekali. Ghanimah (QS. Al-Anfal 8 :1) hanya untuk lima kelompok (QS.
Al-Anfal 8: 41), Zakat (QS.AT-Taubah 9:103) hanya boleh diperuntukkan bagi asnaf yang
delapan (QS. Al-Taubah 9:60). Namun Fa’I (QS. Al-Hasyr 59: 6) dapat digunakan untuk
pembiayaan umum negara (QS. Al-Hasyr 59: 7). Inilah salah satu ketentuan penggunaan anggran
dalam sistem ekonomi Islam, yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional.Kalau
diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaannya, pendapatan negara dapat dikelompokkan
menjadi dua kelompok saja yaitu : (1) pendapatan tidak resmi negara dan (2) pendapatan resmi
negara. Pendapatan tidak resmi negara, yang terdiri dari ghanimah dan shadaqah.Pendapatan
tidak resmi ini disebut demikian karena diperuntukkan hanya untuk manfaat tertentu. Meskipun
negara bertanggung jawab atas pengumpulannya ( Amil), namun negara wajib mengeluarkannya
hanya untuk tujuan pendapatan tersebut dipungut (tujuan sedekah dan ghanimah). Pendapatan
resmi negara, yang terangkum dalam satu kesatuan nama Fay’, terdiri dari jizyah, kharaj, ‘ushr (
bea cukai). Maksud pendapatan resmi (disebut juga pendapatan penuh ) disini adalah pendapatan
dimana negara berhak membelanjakannya untuk kepentingan seluruh penduduk ( kepentingan
umum ), seperti keamanan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Karena manfaat fay’Idapat
digenerlisasi, maka penguasa bebas menggunakannya untuk kebaikan umum masyarakat. Ada
beberapa perbedaan mendasar antara ghanimah, fay’ dan sedekah ( zakat ), antara lain sebagai
berikut :
1) Ghanimah dan Fay’ adalah harta yang didapatkan kaum muslim dari kaum
musyrikin, atau mereka menjadi penyebab perolehan harta tersebut, sedangkan
zakat adalah murni diperoleh dari kaum muslim.
2) Ghanimah dan Fay’ dikenakan untuk menghukum mereka, sedangkan zakat
untuk membersihkan dan menyucikan mereka.
3) Distribusi Ghanimah dan Fay’ dapat diserahkan kepada ijtihad ulama, sedangkan
distribusi zakat tidak boleh berijtihad didalamnya. Selain pendapatan primer
seperti diatas, negara juga memperoleh pendapatan sekunder, baitul maal
memperoleh pendapatan dari denda-denda ( kaffarat ), ghulul, waqaf, hibah,
hadiah, dan sebagainya yang diterima secara tidak tetap.
b. Sumber Pengeluaran Baitul Maal
Perlu dipahami bahwa setiap instrument memiliki karakteristiknya masing–masing.Baik
pemungutannya (penerimaan bagi negara) maupun penggunannya (pengeluaran bagi negara).
Kedisiplinan pengeloalaan dana dari instruman fiscal ini terllihat cukup menonjol. Hal ini
sebenarnya menunjukkan betapa perekonomian dalam islam begitu memperhatikanterjamin dan
terjaganya segala kepentingan individu dan kolektif yang secara otomatis dapat memelihara
kestabilan social masyarakat islam. Sehingga dalam keadaan tersebut masyarakat secara individu
dan kolektif dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai hamba Allah SWT yaitu ibadah
secara baik dengan hasil yang maksimal. Secara tidak langsung karakteristik ini menguatkan
pendapat bahwa setiap instrument fiscal memiliki “ sasaran tembaknya “ masing–masing dalam
perekonomian Islam.23
23Ali sakti .Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaan atas Kekacauan EkonomiModern.(Jakarta: Aqsha Publishing.
2007). h. 208-210
Secara singkat kebijakan belanja publik dalam Islam dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel II. 1. Kebijakan Belanja Public
PENERIMAAN PERUNTUKAN
zakat Fakir miskin , ibnu sabil, fisabilillah,gharimin,budak,muallaf,amil
Fay’ Allah, rasul, kerabat rasul, anak yatim,miskin, ibnu sabil
Khums 1/5 Allah, rasul, kerabat rasul, anak yatim,miskin, ibnu sabil
ghanimah
kharaj Tergantung prioritas negara
jizya Tergantung prioritas negara
usur Tergantung prioritas negara
Hibah-hadia Tergantung prioritas negara
Infaq-shadakah Tergantung prioritas negara
Wakaf Tergantung akad dan needy people
pajak Seluruh msyarakat (Tergantung prioritas negara)
4/5 ghanimah Mujahidin (tentara)
Sumber : Ali sakti . Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaan atas Kekacauan Ekonomi Modern.2007. h.
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Seperti yang telah dijelaskan bahwa instrument – instrument fiscal Islam memiliki
karakteristik yang yang cukup khas, berbedadengan pajak konvensional. Instrumen fiscal Islam
terkait denganpenggunaan atau pemanfaatan dan fungsi negara yang telah ditetapkansecara
syariat.24
24 Ali sakti .Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaan atas Kekacauan Ekonomi Modern.h. 220
Karakteristik pajak dengan tunjangan yang ada di sistem konvensional berbeda sama sekali
dengan mekanisme yang adadalam zakat. Penjaminan dalam mekanisme zakat merupakan
prioritasutama dalam kebijakan ekonomi. Sedangkan dalam konvensional tunjangan social
sangat tergantung pada penerimaan pajak, ketika dana pajak dirasakan tidak mencukupi, maka
tunjangan tersebut bukanlah menjadi prioritas utama.25
D. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan publik Islam
Ibnu Taimiyah dalam bukunya Fatawa sangat mendukung perlunyapenyusunan anggaran
dan pengaturan yang keras terhadap keuangan. Diamengatakan: “Penerimaan itu berada dalam
jaminan kepala pemerintahan,harus diurus sebaik-baiknya, dalam usaha yang dibenarkan oleh
KitabAllah. Administrator harus diangkat, jika urusan itu belum ada yangmenanganinya …
seorang inspektur jenderal harus diangkat untuk mengawasi seluruh administrator dan kolektor,
sesuai dengan kebutuhan. Sesekali pengangkatan petugas menjadi urusan yang sangat penting
danmerupakan kebutuhan yang penting pula jika ketiadaan petugas seperti itu,akan membuat
seluruh penerimaan negara di belanjakan secara tidaksemestinya. Sebab, jika pemenuhan
kewajiban itu tergantung kepada suatuhal yang lain, yang terkhir itu menjadi kewajiban (untuk
diadakannya); Sesekali, kepala pemerintahan sendiri yang memegang portofolio
sebagaiinspektur jenderal jika pekerjaan itu sendiri tidak begitu luas dan ia sendirimampu
menangani urusan itu secara efektif”.26
25 Ali sakti .Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaan atas Kekacauan Ekonomi Modern.h. 220
26 A. A. Islahi. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. h.271-272
Secara singkat bisa dikatakan, menurut Ibnu Taimiyah, penguasa bebas menentukan cara
mengorganisasi administrasi keuangannya danmengontrol barang-barang publik, dengan cara
belajar dari pengalamannya sendiri atau mengambil pengalaman orang lain. yang lebihpenting ia
harus memilih person yang jujur dan mampu menangani urusanitu dengan sebaik-baiknya.27
1. Kebijakan Pendapatan Ekonomi Islam
Islam telah menentukan sector-sektor penerimaan pemerintah, melalui zakat, ghanimah,
fai, jizyah, kharaj, shadaqah, dan lain-lain. Jikadiklasifikasikan maka pendapatan tersebut ada
yang bersifat rutin seperti :zakat, jizyah, kharaj, ushur, infak dan shadaqah serta pajak
jikadiperlukan, dan ada yang bersifat temporer seperti : ghanimah, fai, danharta yang tidak ada
pewarisnya.
Secara umum ada kaidah-kaidah syar’iyah yang membatasi kebijakan pendapatan
tersebut. Khaf (1999) berpendapat sedikitnya adatiga prosedur yang harus dilakukan pemerintah
Islam modern dalam pendapatan kebijakan fiskalnya dengan asumsi bahwa pemerintah tersebut
sepakat dengan adanya kebijakan pungutan pajak (terlepas dari ikhtilafulama mengenai pajak).28
a. Kaidah Syar’iyah yang berkaitan dengan Kebijakan Pungutan Zakat.
Menurut Abu Ubaid zakat merupakan institusi khusus keuangan publik. Zakat sebagai
sumber pendapatan publik dan salah satu jalanpembiayaan publik memainkan peranan khas
dalam keuangan publik, ia hanya diwajibkan kepada Muslim dan didistribusikan hanya
kepadaMuslim, dalam hal ini Abu Ubaid menginterpretasikan hadis Mu’adzbin Jabal yang
menyatakan bahwa Nabi memerintahkan untuk mengambil zakat dari Muslim Yaman yang kaya
27 Ibid. h. 216
28 Mustafa Edwin Nasution, dkk. Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam. h. 221
dan mendistribusikannya kembali kepada orang-orang Muslim Yaman yang miskin.29
Secara singkat, zakat bisa dikatakan sebagai institusi keuanganpublik khas dengan alasan
sebagai berikut :30
1. Ia hanya diwajibkan kepada Muslim dan pada dasarnya didistribusikan hanya
kepada Muslim. Namun non-Muslim bisa mendapatkan pendapatan zakat dengan
syarat fay’ publik tidak mencukupi untuk mereka. Dengan demikian, sifat
“publik” dalam zakat pada dasarnya adalah spesifik
2. Zakat, sebagai sumber pendapatan dipisahkan dari sumber pendapatan lainnya.
berbagai pendapatan baru, bisa dikategorikan dalamfay’ kecuali untuk zakat.
dengan demikian dalam Islam,gagasan pendapatan publik secara umum
direpresentasikan oleh fay’,sementara pendapatan publik dalam pengertian khusus
direpresentasikan oleh zakat.
3. Zakat bukan pajak dalam pengertian bahwa ia bisa berfungsi bahkantanpa adanya
pemerintah. Namun, dalam keuangan publik pemerintah adalah raison d’etre-nya.
sifat khusus zakat terletak padafakta bahwa ia terus bisa memiliki fungsi
distributif keuangan publiksekalipun pemerintah tidak ada disana.
4. Peran Nabi dalam kaitannya dengan zakat, terlepas dari posisinyasebagai
legislator, hanya mengelola pengumpulan dan pendistribusiannya tanpa beliau
mendapatkan hak untuk memperoleh bagian. Khalifah setelahnya diberi
kekuasaan serupa untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya, tetapi mereka
mendapatkan bagian dibawah ketentuan Al- Qur’an sebagai ‘amilin
29 Ugi Suharto. Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubaid. h. 187
30 Ibid. h.211
5. Keluarga dan keluarga dekat Nabi tidak diperbolehkan mendapatkanbagian dari
zakat hanya selama Nabi masih hidup. Namun, setelah Nabi wafat mereka adalah
sama dengan publik pada umumnya berkaitan dengan penerima zakat.
Ajaran Islam dengan rinci telah menentukan syarat, kategori harta yang harus dikeluarkan
zakatnya, lengkap dengan besaran (tarifnya). Maka dengan ketentuan yang jelas tersebut tidak
ada hal bagipemerintah untuk mengubah tarif yang telah ditentukan. Akan tetapipemerintah
dapat mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakati dengan berpegang pada
nash-nash umum yang ada dan pemahaman terhadap relita modern. Adapun mengenai kebijakan
pemungutannya Nabi dan para sahabat telah member contoh mengenai fleksibilitas, Nabi pernah
menangguhkan zakat pamannya Abbas karenakrisis yang dihadapinya, sementara sayyidina
Umar menengguhkan zakat Mesir karena paceklik yang melanda Mesir pada tahun tersebut.
selain fleksibilatas diatas kaidah lainnya fleksibilitas dalam bentukpembayaran zakat yaitu dapat
berupa benda atau nilai.
Selain fleksibilitas atas pembayaran zakat, dimasa Rasul dan Khalifah diberlakukan
Regressive Rate untuk zakat peternakan danperhitungan zakat perdagangan berdasarkan
besarnya keuntungan, bukan atas harga jual.
Yang dimaksud dengan regressive rate adalah penurunan ratekarena jumlah hewan
ternak yang dipelihara semakin banyak. Kebijakan regressive rate ini akan mendorong peternak
untuk memperbesar skala usahanya dengan biaya produksi yang rendah. Halini mengakibatkan
semaikn besarnya supply hewan ternak dengan hargayang relative murah.31
31 Adiwarman A. Karim. Ekonimi Makro Islam.h. 247-251
Sedangkan untuk. Sistem perhitungan zakat perdagangan berdasarkan keuntungan ( profit
atau quasi- rent) tidak mempengaruhikurva penawaran sehingga jumlah barang yang ditawarkan
tidak berkurang dan tidak terjadi kenaikan harga jual. Hal ini bahkan menjadi insentif bagi
pedagang untuk mencari keuntungan sejalan dengan kewajibannya membayar zakat. Jumlah
zakat yang diterima akan meningkat seiring dengan meningkatnya keuntungan pedagang.32
Jika dibandingkan dengan sistem pajak pertambahan nilai (ppn), pengenaan pajak
terhadap harga jual akan menyebabkan berkurangnya penawaran barang di pasar dan harga jual
naik.
b. Kaidah-kaidah Syar’iyah yang Berkaitan dengan Hasil Pendapatan yang Berasal dari
Aset Pemerintah.
Ini adalah sumber pendapatan yang baru diperkenalkan oleh Walid bin Abdul Malik. Ia
mendirikan sebuah departemen baru yang bertanggung jawab untuk mengatur investasi yang
dilakukan oleh pemerintah. Investasi ini dalam bentuk toko-toko, pabrik, tanah pemerintah dan
bangunan lainnya. Pengelolaan perusahaan pemerintahini dapat menjadi sumber pendapatan bagi
negara. Perusahaan pemerintah ini dijalankan untuk menghasilkan pendapatan sehingga tidak
menimbulkan defisit anggaran yang berkesinambungan dan menjadi beban bagi Baitulmaal.33
Dalam konteks ekonomi modern saat ini, negara memiliki pos penerimaan yang cukup
bervariasi, misalnya berupa penerimaan devisaataupun keuntungan yang diperoleh dari badan-
badan usaha milik negara (BUMN). Dalam konteks ekonomi Islam, BUMN harus dikelola secara
professional dan efisien. Pengelolaan BUMN ini tidak bolehmelibatkan penguasa ataupun para
pemimpin negara dalam pengaturannya. Karena dalam ekonomi-politik Islam para pemimpin
atau pejabat negara dilarang untuk terlibat dalam aktifitas perekonomian, dengan kata lain
32 Ibid
33 Sayed Afzal Peerzade.Readings In Islamic Fiscal Policy. h. 44-47
pemimipin atau pejabat negara tidakboleh menjadi pelaku pasar.
Jika hal itu terjadi, kecenderungan terjadinya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme akan
semakin besar. Abu Bakar sebagai Khalifah pertama pernah mengingatkan sahabatnya Umar bin
Khattab untuk tidak berniaga (bertani), sudah cukup bagiUmar upah yang didapatkannya dari
baitulmaal. Abu Bakar menyadaribetul bahwa sukar bagi siapapun untuk dapat berlaku adil dan
maksimalpada masing-masing perannya, jika pada saat yang sama seseorang berperan ganda,
sebagai pemegang otoritas politik dan sebagai pelakupasar.34
Menurut kaidah syar’iyah pendapatan dari asset pemerintah dapat dibagi dalam dua
kategori : (a) pendapatan dari asset pemerintahyang umum, yaitu berupa investasi asset
pemerintah yang dikelola baikoleh pemerintah sendiri atau masyarakat. Ketika asset tersebut
dikelolaindividu masyarakat maka pemerintah berhak menentukan berapa bagian pemerintah
dari hasil yang dihasilkan oleh asset tersebut denganberpedoman kepada kaidah umum yaitu
maslahah dan keadian; (b) pendapatan yang masyarakat ikut memanfaatkannya adalah
berdasarkan kaidah syar’iyah yang menyatakan bahwa manusia berserikat dalam memiliki air,
api, garam dan semisalnya. Kaidah inidalam konteks pemerintahan modern adalah sarana-saran
umum yang sangat dibutuhkan masyarakat.35
c. Kaidah Syar’iyah yang Berkaitan dengan Kebijakan Pajak.
Prinsip ajaran Islam tidak memberikan arahan dibolehkannya pemerintah mengambil
sebagian harta milik orang kaya secara paksa(undang-undang dalam konteks ekonomi modern).
34 Ikhwan A. BAsri.Menguak Pemikiran EKonomi Islam Ulama Klasik. (Jakarta:Lembaga Pengembangan
Perbankan Indonesia. 2006). h. 19-20
35 Mustafa Edwin Nasution dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam . h. 221
Sesulit apapaun kehidupan Rasulullah SAW di Madinah beliau tidak pernah
menentukankebijakan pungutan pajak.36
Dalam konteks ekonomi modern pajak merupakan satu-satunya sektor pendapatan
terpenting dan terbesar dengan alasan bahwa pendapatan tersebut dialokasikan pada public goods
dan mempunyaitujuan sebagai alat redistribusi, penstabilan dan pendorong pertumbuhan
ekonomi. Dalam Ekonomi Islam, pungutan semacam ini disebut dengan dharibah. Dharibah
yang dikenal dengan istilah pajak iniadalah harta yang diwajibkan dibayar oleh kaum Muslim
untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas
mereka, pada saat kondisi Baitulmaal tidak ada uang/harta.37 Harta ini merupakan salah satu
sumber pendapatannegara selain dari sumber-sumber pendapatan yang telah difardhukanoleh
Allah yang telah dinyatakan oleh syara’ semisal jizyah dan kharaj.38
Seandainya pungutan pajak tersebut diperbolehkan dalam Islam, maka kaidahnya harus
berdasarkan pada kaidah a‘dalah dankaidah dharurah. Yaitu pungutan tersebut hanya bagi
orang yangmampu atau kaya dan untuk pembiayaan yang betul-betul sangat diperlukan dan
pemerintah tidak memiliki sektor pemasukan lainnya.
36 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).Ekonomi Islam. h. 508
37 Ibid. h. 499-500
38 Taqyuddin An-Nabhani. Membangun Sistem EKonomi Alternatif Perspektif Islam. Penerjemah
Moh. Maghfur Wachid. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).. h. 262
Pada masa awal Islam, setiap warga negara Muslim, selain kepadanya dibebankan
kewajiban zakat atas harta tertentu, dia jugadikenakan kewajiban pungutan lain oleh negara yang
dikenal dengan dharibah, seperti pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak kepala danpajak
pemakaian (pajak rumah tangga).39
Ulama fiqh kontemporer mengemukakan bahwa ada kewajiban material yang berbentuk
pajak itu tidak diragukan lagi keabsahannyakarena ternyata pada waktu ini negara memerlukan
anggaran pendapatan yang besar sekali, yang keseluruhannya tidak mungkin terpenuhi dengan
zakat. Pada saat ini dua kewajiban tersebut menyatudalam diri seorang muslim. Kedua kewajiban
itu tidak dapat dihindarkan karena kalau kewajiban hanya berlaku pada zakat dan bebas pajak
maka pemasukan negara tidak akan mencukupi dan tidak akan dapat memenuhi anggaran
pendapatan negara yang dipakai untukmembiayai hal-hal yang jauh lebih banyak dari apa yang
ditentukandalam zakat. Atas dasar inilah ulama menolak anggapan memperhitungkan pajak
sebagai memenuhi kewajiban zakat. Yusuf Al-Qardawi menyimpulkan, tidak bolehnya
memperhitungkan pajak sebagai kewajiban zakat adalah karena yang demikian akan
menghilangkan lembaga zakat itu sendiri, yang berarti menghilangkansalah satu syiar Islam.40
Dalam hal pengenaan pungutan wajib, dharibah, terdapatbeberapa ketentuan yang perlu
diperhatikan yaitu;
a. Dharibah bisa dikenakan untuk berbagai tujuan, yaitu :
1) Untuk menghindari terjadinya pengangguran sumber daya ( underutilized
resources)
2) Mewujudkan perdagangan yang fair, adil dan efisien
39 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).Ekonomi Islam. h. 501
40 Ibid .h. 501
b. Dharibah dikenakan berdasarkan asas :
1) Kebutuhan keuangan negara, tidak bersifat permanen
2) Keadilan, dalam makna:
 Pembayar dharibah mendapatkan menfaat dari jasa yangdiberikan pemerintah
 Proporsional, sesuai dengan kemampuan material individu
c. Besarnya tarif dharibah mempertimbangkan beberapa aspek
1) Volume dan nilai produksi, bukan nilai input atau modal yang digunakan
2) Peran SDM dalam pengelolaan sumber daya.semakin tinggi peranSDM, semakin
tinggi peran SDM, semakin rendah tarif dharibah yang dikenakan
3) Berprinsipkan “ tidak menghambat perkembangan usaha”
4) Berprinsipkan “kemampuan membayar 41
Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas dimana
setelah berabad-abad kemudian dikenal olehpara ahli ekonom sebagai canons of taxation.
kesanggupan membayar,pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan
sentralisasipembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsipyang
ditekankannya.42 Sitem pajak proposional ( PropotionalTax/Muqasamah) pada pajak atas tanah /
Kharaj adalah merupakan salahsatu kontribusi beliau dalam instrument fiskal. Sistem ini
menggantikansistem pajak tetap ( lump-sum tax/misahah/wazifah) yang telah dikenallebih
dahulu.43
41 Ibid . h. 509
42 Adiwarman Azwar Karim.Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. h. 241
43 Euis Amalia,.Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. h. 71
Dalam sistem pajak proporsional, diterapkan dalam besarnya rate Kharaj yang ditentukan
berdasarkan produktivitas lahan, bukanberdasarkan zona. Produktivitas lahan diukur dari tingkat
kesuburantanah, jumlah produk, marketability produk pertanian yang ditanam dilahan tersebut,
dan juga metode irigasinya. Dengan demikian sangatlahmungkin lahan yang bersebelahan
dikenakan rate kharaj yang berbeda. Dari kebijakan penentuan rate kharaj seperti ini
menyebabkanpengusaha kecil yang kurang produktif dapat tetap berusaha di lokasiyang baik dan
tidak terpiggirkan menjadi pedagang kaki lima.44
2. Kebijakan Belanja Ekonomi Islam
Dalam menentukan segala kebijakan yang berkaitan dengan keuangan publik, negara
tidak boleh seenaknya sendiri, tetapi harusmemperhatikan kemaslahatan berbagai elemen
masyarakat. Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Kharaj menetapkan prinsip kemaslahatan dan
prinsipmenjauhkan kepentingan diri sendiri ( al-I’tibar al-khos) dari dana publik. Keduanya
mutlak diperlukan dalam pengelolaan dana publik yang dikendalikan pemerintah dalam rangka
meminimalkan resiko kebocorandan penyelewengan penggunaannya.45
Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakanpengeluaran
pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syar’iyah dan penentuan skala
prioritas. Menurut Chapra, komitmen terhadap nilai-nilai Islam dan maqashid harus dilakukan.
Maqashid akan membantu terutama mereduksi kesimpangsiuran keputusan pengeluaran
pemerintah dengan memberikan kriteria untukmembangun prioritas.46
44 Adiwarman A. Karim.Ekonomi Makro Islami. h. 247-251
45 Ikhwan A. BAsri.Menguak Pemikiran EKonomi Islam Ulama Klasik. h. 31
46 Umer Chapra.Islam dan Tantangan Ekonomi. h. 287
Konsep Maqashid yang dikemukakan oleh al-Syatibi dapat dijadikan rujukan untuk
penentuan prioritas pengeluaran, bahwa tujuan syariatadalah memelihara kemaslahatan umat
manusia dan kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila 5 unsur pokok kehidupan manusia
dapatdiwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka
ini ia membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat.47
Maqashid akan dapat diperkokoh dengan sandaran kepada enam prinsip dibawah ini yang
diambil dari kaidah ushul yang telah dikembangkan selama berabad-abad oleh para fuqaha untuk
menyediakansebuah basis rasional dan konsisten bagi perundang-undangan Islam.48
a. Kebijakan belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah.
b. Menghindari masyaqqah kesulitan dan mudharat harusdidahulukan ketimbang
melakukan pembenahan.
c. Mudharat individu dapat dijadikan alasan demi menghindarimudharat dalam skala
umum.
d. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan
demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
e. Kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung
beban ( yang ingin untung harus siapmenanggun kerugian ).
f. Kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa
ditunjang oleh faktor penunjang maka lainnyatidak dapat dibangun, maka
menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.
47 Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. h. 382
48 Umer Chapra.Islam dan Tantangan Ekonomi. h. 287
Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi
pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sehinggatujuan-tujuan dari pembelanjaan pemerintah
dapat tercapai. Diantaratujuan pembelanjaan dalam pemerintahan Islam :49
a) Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
b) Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan
c) Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
d) Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
e) Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakanintrvensi pasar.
Lebih lanjut M. Umer Chapra menjelaskan bahwa pemerintah muslim harus
meminimalkan pinjaman, dan ini dapat dilakukan hanya jikamereka menegakkan disiplin ketat
pada program pengeluaran dan tidakmelampauinya. Hal ini tidak harus menjadi hambatan bagi
program pembangunan mereka, sebab masih mungkin menyiapkan pembiayaan bagihampir
semua proyek mereka yang bernilai dengan menggunakan sejumlahcara yang dapat diterima oleh
syari’ah diluar pinjaman, seperti leasingdengan sector swasta ataupun menggalakkan filantropi
swasta. Dengandemikian, tidaklah realistis bagi pemerintah muslim berbicara tentangIslamisasi,
tanpa berusaha secara serius memperkenalkan efisiensi danpemerataan yang lebih besar dalam
keuangan public dan mengurangi deficit anggaran.50
Adiwarman Karim dalam bukunya Ekonomi Makro Islami mengatakan bahwa salah satu
ciri kebijakan fiskal di zaman Rasuldan para Sahabat yakni jarang sekali terjadi defisit. Selama
perjuanganRasulullah SAW tercatat hanya sekali saja terjadi anggaran defisit. Hal initerjadi
ketika jatuhnya kota Mekkah. Utang akibat angaran defisit inidibayarkan kurang dari satu tahun,
49 Mustafa Edwin Nasution, dkk.Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. h. 224
50 Umer Chapra.Islam dan Tantangan Ekonomi.h. 299-301
yaitu setelah usainya perang Hunayn.51
Selain jarang terjadi defisit terdapat beberapa ciri kebijakan fiskaldi Masa Rasul yang
diungkap oleh Adiwarman terkait dengan prinsippengeluaran, yakni :
1. Infrastuktur merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian dan porsi
besar. Pada zaman Rasulullah SAW pembangunan infastruktur berupa pembangunan
sumur umum, pos, jalan raya , danpasar. Pembangunan infrastruktur ini diikuti oleh
para sahabat, bahkanKhlifah Umar bin Khattab r.a menginstruksikan kepada
gubernurnya diMesir untuk membelanjakan minimal 1/3 dari pengeluaran untuk
pembangunan infratruktur.
2. Manajemen yang baik akan memberikan hasil yang baik. Hal ini dapatkita lihat di
zaman Khlaifah Umar bin Khattab r.a dimana penerimaanBaitulmaal mencapai 180 juta
dirham. Pada zaman ini, Umar bin Khattab r.a mampu mengatur pemerintahan dengan
baik sehingga tiapkota memberikan pajaknya ke pemerintah, memberi contoh untuk
hidupsederhana sehingga korupsi tidak merajalela, sehingga penerimaan Baitulmaal
besar.Sedangkan di zaman al-Hajjaj penerimaan pemerintahmenurun drastis hanya 18
juta dirham. Beberapa hal yang menyebabkanpenurunan penerimaan ini adalah karena
ketidakmampuan pemerintah untuk mengatur kota-kota yang ada agar menyetorkan
pajaknya dan juga tidak memberikan contoh hidup sederhana bahkan cenderung
befoya-foya.
51 Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. h. 383
3. Pada zaman pemerintah Umar bin Abdul Aziz pemerintah mulai membaik seperti di
zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun pertama pemerintahannya, penerimaan
pemerintah mencapai 30 juta dirham dan di tahun kedua mencapai 40 juta dirham.
Umar bin AbdulAziz pernah berkata “Seandainya saya memerintah satu tahun lagi,
InsyaAllah penerimaan Baitulmaal akan sama dengan zamannya Khalifah Umar bin
Khattab.” Namun beliau meninggal pada tahun itu juga.
4. Jaringan Kerja Baitulmaal Pusat dengan Baitulmaal Daerah.Dengansemakin luasnya
wilayah pemerintahan Islam, maka Baitulmaal mulaididirikan di daerah-daerah.Di
zaman Khalifah Ali r.a disusun dasar-dasar dan tujuan administrasi Baitulmaal pusat
dan Baitulmaal daerah,sehingga hubungan kerja antara pusat-daerah menjadi lebih
jelas.52
52 Adiwarman A. Karim.Ekonomi Makro Islami. (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada. 2007). h. 247-251
BAB III
GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DIINDONESIA
A. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup
Dari beberapa pendapat ahli hokum  seperti, M. Yamin, Allons, dan D. Simons, definisi
keuangan negara bersifat plastis, tergantung kepada sudut pandang, dari sudut pemerintah, yang
dimaksud keuangan negara adalah APBN, sedang dari sudut pemerintah daerah, yang dimaksud
keuangan negara adalah APBD, demikian seterusnya dengan Perjan, PN-PN maupun Perum.
Dengan kata lain definisi keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, Keuangan
Negara pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya, sedangkan definisi keuangan negara dalam
arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan
mempertanggungjawabkannya. Menyitir pendapat Otto Eickstein (1979); Musgrave, Richard A
(1959); Roges Douglas & Melinda Jones (1996), apabila berbicara mengenai keuangan yang
meliputi APBN, APBD dan BUMN serta BUMD, tidaklah tepat apabila menggunakan istilah
keuangan negara, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah Keuangan Publik.1Setiap tahun
pemerintah menghimpun dan membelanjakan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau APBN. Istilah APBN yang dipakai di Indonesia secara formal mengacu pada
anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikelola pemerintah pusat.2Yang dimaksud
dengan anggaran (budget) ialah suatu daftar atau pernyataan yang teperinci tentang penerimaan
1Hilman Tisnawan. “ Resensi Buku Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Kritik”. Artikel
di akses pada tanggal 08 Maret 2010 dari
:http//ww.bi.go.id/NR/rdonlyres/A0050DCB-4CF8-4A5E-B196 BF1B4D6A4028/8011/5resensi.pdf
2APBN” . Diakses pada 22 Desember 2009dari:http://www.depkumham.go.id/NR/rdonlyres/C336ABF8-7005-
40F3-87D08520FD969BF2/1758/KeuanganPerencanaandanPenganggaranAPBN.pdf
dan pengeluaran Negara yang diharapka dalam jangka waktu tertentu; yang biasanya adalah satu
tahun. Ada budget yang disusun berdasarkan atas tahun kalender yaitu mulai tanggal 1 Januari
dan ditutup pada tanggal 31 Desember dari tahun yang bersangkutan, tetapi ada pula yang tidak
dimulai pada tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember. Pada tahun 1969 hingga
1995 Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara Indonesia dimulai pada tanggal 1 April dan
berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.3Namun Sejak Tahun 2000 Kebijakan APBN
ditentukan bahwa tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai 31 Desember.4
2. Fungsi danTujuan
Pada umumnya budget dapat dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi kecepatan
peningkatan penghasilan nasional.Adapun mengenai budget mana yang dipakai tergantung pada
keadaan perekonomian yang dihadapi.dalam 2 Anggito Abimanyu. “ Perencanaan dan
Penganggaran keadaan deflasi biasanya dipergunakan budget yang defisit, dalam keadaan inflasi
dipergunakan budget yang surplus dan dalam keadaan yang normal dipergunakan budget yang
seimbang. jadi jelasnya budget disini dapat digunakan sebagai alat politik fiskal.5
Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah harus
melaksanakankegiatan-kegiatan.Kegiatan pemerintah disusun berdasarkan rencana kerja
yanglengkap dan disertai dengan rencana keuangannya.Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh
pembangunan ekonomi Indonesia serta landasan dari kebijakan pembangunan itu berperan dalam
menentukan kebijakan anggaran dan kebijakan anggaran tersebut akan mempengaruhi proses
pembangunan ekonomi itu sendiri.6Guna mencapai berbagai tujuan diatas, haruslah disusun
urutan prioritas pembangunan sesuai dengan tersedianya dana dan kebutuhan pembangunan.
3M. Suparmoko. dkk. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, h. 47
4Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. “Pengelolaan Keuangan Negara”. 2009. h. 41
5M. Suparmoko. dkk. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, h. 52-53
6Tulus T. H. Tambunan. Perekonomian Indonesia. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996) h. 68
Urutan prioritas itu dapat tercermin pada prioritas anggaran, sehingga kebijakan anggaran
merupakan salah satu kebijakan penting dalam usaha mencapai cita-cita pembangunan, lebih-
lebih karena anggaran mengambil bagian pokok sebagai pemimipin pembangunan.Politik
anggaran tampak telah diyakini sebagai salah satu alat yang dapat dipakai untuk mempengaruhi
struktur perekonomian Negara.
3. Landasan Pengelolaan dan Legalitas
Tujuan pembangunan Indonesia adalah mencapai masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat seperti ini akan tercapai
dengan dihapuskannya kemiskinan lewat peningkatan pendapatan (nasional perkapita), perluasan
kesempatan kerja, dan redistribusi pendapatan yang lebih merata. Usaha pembangunan ekonomi
harus selalu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Trilogi
Pembangunan.Trilogi pembangunan yang berupa pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
yang menuju pada terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, selalu menjadi landasan kebijaksanaan
pembangunan sejak Pelita I, walaupun dengan urutan prioritas yang berbeda.
Landasan hukum Anggaran negara tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar1945
pasal 23 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap tahun Pemerintahmengajukan anggaranpendapatan dan
belanja kepada Dewan PerwakilanRakyat. Apabila DewanPerwakilan Rakyat tidak menyetujui
anggaran yangdiusulkan Pemerintah, makaPemerintah menjalankan anggaran tahun yanglalu.”
Dan telah direvisi dalamUndang-Undang 1945 AmandemenKeempat, yaitu:
a. Pasal Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “Anggaran Pendapatan dan
BelanjaNegarasebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan
setiaptahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka
danbertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” .
b. Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Rancangan Undang-Undang AnggaranPendapatan
dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahasbersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan DewanPerwakilan Daerah”.
c. Pasal 23 ayat 3 yang berbunyi “Apabila Dewan Perwakilan tidak
menyetujuirancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan
olehPresiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara
tahun yang lalu”
B. Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Negara
1. Penerimaan Negara
Penerimaan Negara diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yagn seluas-
luasnya yaitu yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan
barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak
uang dan sebagainya.7Sumber-sumber penerimaan Negara meliputi : (a) Pajak, (b) Retribusi, (c)
Pencetakan uang kertas, (d) pinjaman, dan (e) Hadiah.8Pengertian pajak adalah Pajak adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan—
dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-
norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai
kesejahteraan umum.Sedangkan pengertian retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada
pemerintah dimana terdapat balas jasa yang secara langsung diterima dengan adanya
7M. Suparmoko. Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktek. (Yogyakarta : BPFE. 2000).
h.
8Yuswar Zainul Basri,& Mulyadi Subri. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan UtangLuar Negeri. h. 43
pembayaran retribusi tersebut.9Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak"
yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah : Menurut Adriani, pajak adalah iuran
masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali
yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut
Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undangundang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.10 Definisi tersebut
kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari
pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan
untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak
adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat
pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih
dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat
melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan11 Pajak merupakan sumber
penerimaan Negara yang terbesar. Oleh karena itu pajak memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi
Budgetair dan fungsi Regulerend.Fungsi budgetair dimaksudkan bahwa pajak dijadikan sebagai
penerimaan negara/pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-
9Yuswar Zainul Basri,& Mulyadi Subri. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan UtangLuar Negeri. h. 43
10Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Negara. “Perpajakan
BElanja Negara”. 2008. h. 4
11Gusfahmi.“ Peran Pajak Bagi Negara ”.Artikel diakses pada 4 Oktober 2009 dari : http://yahoo!Answer
/pajak/Fungsi pajak.htm.
pengeluaran/belanja pemerintah.Sedangkan untuk fungsi regulerend yaitu pajak berfungsi untuk
mengatur atau melaksanakn kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh,
tarif pajak ekspor ditetapkan 0% dimaksudkan agar produk ekspor Indonesia dapat bersaing di
pasar dunia, serta pajak yang dikenakan untuk minuman keras yang tinggi dimaksudkan untuk
mengurangi konsumsi minuman keras.12
Ada lima prinsip dalam kaitannya dengan pengenaan pajak yaitu :13
a) Prinsi Kesamaan/Keadilan (equity)
b) Prinsip Kepastian (certainty)
c) Prinsip Kecocokan/Kelayakan (convenience)
d) Prinsip Ekonomi (economy)
e) Prinsip Ketepatan (adequate)
Disamping prinsip-prinsip tersebut diatas, guna menuju sistem perpajakan yang baik, ada
pendekatan lain yaitu :14
1) Ability to Pay Approach
Pendekatan ini sering pula disebut dengan prinsip kemampuan membayar atau
berdasarkan atas daya pikul seorang wajib pajak. Artinya seorang wajib pajak akan dikenai
beban pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak.
2) Benefit Approach
Pendekatan ini mengandung arti bahwa prinsip pengenaan pajak didasarkan atas manfaat
yang diterima oleh seorang wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah. Kedua
12Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Negara. “Perpajakan
Belanja Negara”. 2008. h. 5
13Yuswar Zainul Basri,& Mulyadi Subri. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan UtangLuar Negeri. h.44-45
14 Ibid
pendekatan tersebut diatas adalah berdasarkan atas prinsip kesamaan ( equity) dimana prinsip
kemanfaatan ( benefit principle) berdasarkan atas kesamaan manfaat yang diterima oleh wajib
pajak sesuai dengan pajak yang dibayarnya, sedangkan prinsip kemampuan membayar ( ability
to pay principle) berdasarkan atas kesamaan pengorbanan yang sesuai dengan kemampuan
seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Sumber penerimaan Negara lainnya adalah
pinjaman.Pinjaman ini dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.Pada umumnya
Negara-negara sedang berkembang mengandalkan pembiayaan pembangunannya sebagian besar
berasal dari pinjaman luar negeri. Hadiah merupakan sumber dana yang dapat berasal dari swasta
kepada pemerintah dan dapat pula terjadi pemerintah suatu Negara kepada pemerintah Negara
lain. Penerimaan Negara dari sumber ini sifatnya volunteer tanpa balas jasa, baik langsung
maupun tidak langsung.15
2. Pengeluaran Negara
Pengeluaran Negara diartikan sebagai pengeluaran pemerintah dalam arti yang seluas-
luasnya, tergantung pada macam dan sifat dari pengeluaran pemerintah tersebut.
a) Klasifikasi Pengeluaran Negara
Secara garis besar pengeluaran Pemerintah dapat diklasifikasikan kedalam :16
1. Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan
ekonomi dimasa mendatang
2. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
3. Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap pengeluaran dimasa mendatang
4. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebarkan
15Yuswar Zainul Basri,& Mulyadi Subri. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan UtangLuar Negeri. h.44
16Yuswar Zainul Basri,& Mulyadi Subri. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan UtangLuar Negeri. h. 49
daya beli yang lebih luas
Pengeluaran Negara berdasarkan sifatnya antara lain :17
a) Pengeluaran Negara yang bersifat self-liquidating (yang mampu memberikan
keuntungan), yakni pengeluaran Negara yang berupa pemberian jasa kepada
masyarakat sehingganya nantinya akan mendapat pembayaran kembali dari
masyarakat dari barang atau jasa yang diberikan BUMN kepada masyarakat. Ini
berarti dengan adanya BUMN, maka Negara harus mengeluarkan biaya tetapi
nantinya akan mendapat hasil juga.
b) Pengeluaran Negara yang bersifat reprodiktif, yaitu yang berakibat masyarakat
dapat melakukan usaha dan meningkatkan penghasilannya. Dilain
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pihak pemerintha akan menerima pendapatan juga misalnya dari retribusi dan pajak dari
masyarakat
c. Pengeluaran uang Negara tidak produktif, misalnya pengeluaran untuk membuat
monument yang tidak menghasilkan pemasukan kembali.
Pengeluaran untuk membiayai peperangan atau menumpas pemberontakan,
dan lain-lain
d. Pengeluaran untuk penghematan masa mendatang, misalnya untuk penyantnan anak
yatim, kalau dimulai sejak dini biayanya lebih ringan daripaeda kalau terlambat.
C. Struktur dan format APBN
a. Struktur APBN
17
APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan
undang-undang. Struktur APBN yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia secara
garis besar adalah sebagai berikut:18
1. Anggaran pendapatan
a. Penerimaan pajak (termasuk pungutan bea masuk dan cukai)
b. Penerimaan bukan pajak
c. Hibah
2. Anggaran belanja
a. Belanja pemerintah pusat
b. Belanja daerah dalam rangka perimbangan keuangan
3. Pembiayaan
a. Penerimaan pembiayaan
b. Pengeluaran pembiayaan
Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.Rincian belanja
negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga
pemerintahan pusat. Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari: pelayanan
umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan
fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari: belanja
pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-
lain.19 Dalam rangka penyusunan anggaran berbasis prestasi kerja (kinerja) sebagaimana telah
18Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. “ Sistem
Administrasi Keuangan Negara I” ed; 6. 2007. h.47-48
19, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. “. h. 48
diuraikan di muka, penyusunan anggaran juga dikelompokkan menurut program-program yang
telah ditetapkan pemerintah. Selanjutnyaprogram-program tersebut dirinci lagi ke dalam
kegiatan-kegiatan yang dilengkapi dengan anggaran dan indikator keberhasilannya.APBN
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam
menghimpun pendapatan negara.Dalam menyusun APBN diupayakan agar belanja operasional
tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.Penyusunan Rancangan
APBN tersebut berpedoman kepada RKP dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan
bernegara.Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumbersumber pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut dalam undangundang tentang APBN.
Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB)
dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB.Dalam hal anggaran diperkirakan
surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada
Dewan Perwakilan Rakyat. Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip
pertanggungjawaban antar generasi dan diutamakan untuk:20
1. pengurangan utang,
2. pembentukan dana cadangan, dan
3. peningkatan jaminan sosial
b. Format APBN
Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan penjabaran rencana kerjapemerintah
dalam jangka waktu satu tahun.Penyesuaian APBN berdasarkankebutuhan penyelenggaraan
negara dengan memperhatikan kemampuan Negaradalam menghimpun pendapatan
negara.Apabila pendapatan negara dalam APBNlebih besar daripada belanja negara maka APBN
20Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. “ Sistem
Administrasi Keuangan Negara I”. h. 49
mengalami surplus, sebaliknyaapabila pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara
maka APBNmengalami defisit. Pengajuan anggaran surplus atau defisit oleh Presiden
kepadaDPR harus dengan mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antargenerasi
sehingga pengunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan
peningkatan jaminan sosial.21
Sejak tahun 2000 anggaran pendapatan dan belanja negara tidak lagimenggunakan
prinsip anggaran berimbang, tetapi disusun menjadi anggarandefisit.Sebagai akibat anggaran
defisit pemerintah dalam struktur APBN terdapatselisih antara jumlah pendapatan dan belanja
negara yang disebut keseimbanganumum.Karena anggaran Indonesia defisit maka keseimbangan
umum dalamAPBN adalah negatif. Anggaran disusun defisit setelah memperhitungkan:22
1) Perkembangan terakhir realisasi pendapatan dan belanja negara dalam
tahunanggaran berjalan dan proyeksi hingga akhir tahun.
2) Perkiraan riil kemampuan mobilisasi sumber-sumber pendapatan dalamnegeri.
3) Perhitungan beban anggaran belanja negara tahun mendatang
setelahmemperhitungkan:
a) Asumsi berbagai besaran ekonomi makro.
b) Perkembangan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaiansasaran
APBN.
c) Berbagai kebijakan yang telah, sedang, dan akan diambil oleh pemerintah baik
kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan maupun belanja Negara dalam
21Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. “ Pengelolaan Keuangan Negara “. 2009. h. 38  22 Ibid.
h.38-39
22 Ibid. h. 38-39
rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam anggaran defisit diperlukan pembiayaan untuk menutupi kekurangan pembiayaan
dalam APBN. Defisit anggaran pemerintah dilakukan upaya pembiayaan yaitu:23
1) Pembiayaan dalam negeri
Pembiayaam dalam negeri adalah pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari dalam
negeri, yaitu sektor perbankan dan sektor non perbankan.Sektor perbankan dalam negeri terdiri
dari pinjaman/kredit baik dari bank umum maupun bank swasta dapat juga diperoleh dari
penggunaan saldo rekening pemerintah yang disimpan pada bank umum maupun bank sentral
yang antara lain berbentuk rekening dana investasi dan non rekening dana investasi. Pembiayaan
dari sektor perbankan dalam negeri akan memicu timbulnya inflasi, oleh karena itu pembiayaan
dari sektor perbankan dalam negeri bukan menjadi prioritas pemerintah. Sektor non perbankan
sebagai upaya lain pemerintah untuk menutup defisit anggaran lebih menjadi pilihan pemerintah.
Pembiayaan dari sector ini meliputi penerimaan hasil divestasi saham pemerintah pada
BUMN/BUMD (privatisasi) dan penjualan aset perbankan (restrukturisasi).Pembiayaan dari
sektor privatisasi BUMN/BUMD berasal dari penjualan/pelepasan sebagian saham yang dimiliki
pemerintah kepada swasta dalam/luar negeri.Dengan dilepaskannya saham pemerintah ini bearti
pemerintah telah kehilangan hak monopolistik atas BUMN/BUMD tersebut.
Penjualan aset perbankan (restrukturisasi) merupakan upaya penyehatan lembaga
perbankan di tanah air, jika ternyata terdapat lembaga perbankan yang tidak sehat maka lembaga
perbankan tersebut segera dinyatakan sebagai bank beku operasi dan asetnya menjadi milik
pemerintah unTuk kemudian dijual sebagai penutup anggaran defisit. Penerbitan surat utang
negara juga merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi defisit APBN, langkah ini dilakukan
23Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. “ Pengelolaan Keuangan Negara “.
2009. h. 39-40
dengan menjual/menerbitkan surat utang yang berbentuk mata uang rupiah maupun valuta asing.
Penerbitan surat utang negara harus dikelola dengan baik agar tidak merugikan pemerintah
karena aspek biaya dan resiko yang terkandung dalam penerbitan surat utang negara, yaitu
bunga, resiko nilai tukar valas, dan resiko pada saat pembayaran kembali.
2) Pembiayaan luar negeri
Pembiayaan luar negeri dilakukan pemerintah melalui pinjaman luar negeri.Sejak tahun
1969 pemerintah telah melakukan upaya untuk menutupi pendanaan anggaran dengan
mengupayakan pinjaman dari luar negeri.Pada kenyataannya tidak semua pinjaman yang kita
terima dari luar negeri itu dapat digunakan oleh pemerintah, tetapi masih harus dikurangi dengan
pembayaran cicilan utang pokok berikut bunga yang menjadi kewajiban pemerintah untuk tahun
anggaran bersangkutan. Penganggaran sistem pembangunan nasional mengalami perubahan yang
mendasar sesuai dengan perkembangan ekonomi dan politik, yang diwarnai dengan globalisasi
yang memerlukan penigkatan efisiensi dan efektivitas kebijakan, dan demokratisasi (termasuk
desentralisasi kewenangan) yang antara lain menekankan pada akuntabilitas kebijakan. 24
Reformasi pengelolaan keuangan Negara yang dimotori oleh Komite Penyempurnaan
Manajemen Keuangan (KPMK) Departemen Keuangan yang dimulai dengan meletakkan dasar
hukum ( legal basis) dalam bentuk Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, pada
hakekatnya melakukan pembenahan pada dua aspek pengelolaan keuangan Negara sekaligus,
yaitu aspek politis dan aspek administrative. Paket Undang-undang bidang keuangan Negara
tersebut mencakup :25
24Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia.ReformasiSistem Penganggaran Konsep
dan Implementasi 2005-2007. h. 52
25 Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia.Reformasi Sistem Penganggaran
Konsep dan Implementasi 2005-2007. h. 53
a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan;
d) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah;
e) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lambaga.
Disamping undang-undang bidang keuangan Negara tersebut undang-undang lain
yang juga turut berperan dalam reformasi pengelolaan keuangan Negara adalah :26
a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b) Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah;
c) Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah; (h.62)
Dengan lahirnya berbagai undang-undang dan peraturan tersebut telah perubahan yang
mendasar dalam sistem perencanaan dan penganggaran.Perubahan pertama diawali dengan pola
pengelolaan keuangan Negara yang sebelumnya hanya menekankan pada public finbancial
administration menjadi suatu public financial management.
Pada pengelolaan keuangan Negara ( public financial menagement) itu sendiri
perubahan-perubahan itu terjadi dalam perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan
anggaran, termasuk akuntansi dan pelaporannya, sampai dengan pemeriksaan pengelolaan
keuangan Negara oleh pemeriksa eksternal yang dalam hal ini adalah BPK. Perubahan-
2626 Ibid.
perubahan itu didorong oleh beberpa faktor antara lain perubahan yang berlangsung begitu cepat
dibidang politik, desentralisasi, dan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah,
yang membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsive, yang dapat
memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam artian dampak pembangunan,
kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.27
Mulai tahun anggaran 2005 diterapkan APBN dengan format baru, yaitu format anggaran
terpadu, di mana anggaran tidak lagi diperinci menjadi anggaran rutin dan anggaran
pembangunan, tetapi sudah dilebur menjadi satu belanja (dalam belanja pemerintah pusat).
Format anggaran terpadu ini mengacu pada standar internasional yang berlaku dan digunakan
dalam Government FinanceStatistic (statistik keuangan pemerintah). Statistik keuangan
pemerintah memiliki prinsip utama, yaitu:28
1) Pemisahan yang jelas antara sektor pemerintah dengan sektor swasta.
2) Mengukur arus pembayaran bruto, bukan mengestimasi atau menaksir.
3) Melakukan klasifikasi pembayaran.
Penerapan anggaran terpadu dan reklasifikasi belanja negara bertujuan untuk:29
1) Menghilangkan duplikasi anggaran yang disebabkan tidak jelasnya pemisahan
antara kegiatan operasional dengan proyek, terutama proyek non fisik.
2) Memudahkan penyusunan anggaran berbasis kinerja ( performance
basebudgeting) guna memperjelas keterkaitan antara output dan outcome yang
dicapai dengan penganggaran organisasi.
3) Memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan
27Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia.ReformasiSistem Penganggaran Konsep
dan Implementasi 2005-2007. h. 53
28Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. “ Pengelolaan Keuangan Negara “.h 40-41
2929 Ibid
keuangan pemerintah.
4) Meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah dengan mengacu pada
format keuangan pemerintah sesuai dengan standar internasional.
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 penyusunan APBN disusun berdasarkan rencana
kerja pemerintah (RKP) yang didukung oleh rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/lembaga (RKA-KL). RKP merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode satu
tahun yang merupakan penjabaran dari rencana kerja jangka menengah nasional (RPJM) yang
berisi kebijakan pembangunan nasional lima tahun, baik yang terkait dengan APBN maupun
yang diarahkan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. RKA-KL adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang merupakan penjabaran dari rencana kerja
pemerintah dan rencana strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan serta anggaran
yang diperlukan untuk mewujudkan rencana kerja dan rencana strategis tersebut.30 Sejalan
dengan itu, struktur dan format APBN berubah dari T-Account keI-Account. Untuk lebih
jelasnya akan dijelaskan melalui tabel dibawah ini :
30Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. “ Pengelolaan Keuangan Negara
“.2009. h 40-41
Tabel. III.1
Konversi Belanja Negara Menurut Jenis Belanja dalam” I-Account”
FORMAT LAMA FORMAT BARU
A. Pendapatan Negara dan Hibah A. Pendapatan Negara dan Hibah
I. Penerimaan Dalam Negeri I. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan 1. Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Negara Bukan pajak 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. Penerimaan Hibah II. Penerimaan Hibah
B. Belanja Negara B. Belanja Negara
I. Belanja Pemerintah Pusat I. Belanja Pemerintah Pusat
1. Pengeluaran Rutin 1. Belanja Pegawai
a. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang
b. Belanja Barang 3. Belanja Modal
c. Pembayaran Hutang 4. Pembayaran Bunga Utang
d. Subsidi 5. Subsidi
e. Pengeluaran Lainnya 6. Belanja Hibah
2. Pengeluaran Pembangunan 7. Bantuan Sosial
8. Belanja Lain-lain
II.Belanja Untuk Daerah II.Belanja Untuk Daerah
1. Dana Perimbangan 1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus dan 2. Dana Otonomi Khusus dan
Penyesuaian Penyesuaian
C. Keseimbangan Primer C. Keseimbangan Primer
D. Surplus/Defisit D. Surplus/Defisit
E. Pembiayaan E. Pembiayaan
Sumber : Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. “Pengelolaan Keuangan
Negara “.2009.
H. 50
Tabel III. 2
Perbandingan Format APBN Lama dengan Format APBN Baru
FORMAT LAMA
FORMAT BARU
ƒ Klasifikasi Jenis Belanja
ƒ Klasifikasi Jenis Belanja
o Dual Budgeting
o Unified Budgeting
o Belanja Pemerintah Pusat Terdiri dari 6
o Belanja Pemerintah Pusat Terdiri
jenis belanja (termasuk belanja
dari 8 jenis belanja
pembangunan)
ƒ Klasifikasi Organisasi
ƒ Klasifikasi Organisasi
o Tidak tercantum dalam Nota Keuangan
o Daftar Organisasi pengguna
dan UU APBN tetapi hanya tercantum
tercantum dalam Nota Keuangan
dalam buku satuan tiga yang
dan UU APBN. Jumlah
ditetapkan dengan Kepres.
Kementerian Negara/Lembaga
disesuaikan dengan yang ada.
ƒ Klasifikasi Sektor
ƒ Klasifikasi Sektor
o Terdiri dari 20 sektor dan 50 sub-sektor
o Terdiri dari 11 fungsi dan 79 sub-
o Program merupakan rincian dari sektor
fungsi
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pada pengeluaran rutin dan
o Program pada masing-masing
pembangunan
Kementerian Negara/Lembaga
o Nama-nama program antara
dikompilasi sesuai dengan
pengeluaran rutin dan pembangunan
fungsinya
agak berbeda.
o Nama-nama program telah
disesuaikan dengan unified budget.
ƒ Dasar ALokasi
ƒ Dasar ALokasi
o Alokasi anggaran berdasarkan pada
o Alokasi anggaran berdasarkan
sektor, sub-sektor, dan program
program Kementerian
Negara/Lembaga.
Sumber : Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. “Pengelolaan Keuangan
Negara
“.2009. h. 50
BAB IV
TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN
PUBLIK DI INDONESIA
A. Analisis Terhadap Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia
1. Indikator Penentuan Kebijakan
Pertumbuhan ekonomi dalam periode 2004–2008 mencapai rata-rata sekitar 5,7 persen.
Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang tertinggi semenjak krisis ekonomi tahun 1998. Yang
dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu
perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara
dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara
tersebut.1
Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Pada masa pascakrisis, Indonesia mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dalam
soal besaran angka pertumbuhannya. Inilah indicator utama yang senantiasa digunakan Presiden
mulai dari Habiebie hingga SBY untuk mengklaim bahwa perekonomian Indonesia sudah back
on track, kembali ke jalur semestinya, karena sudah tumbuh sekian koma sekian persen per
tahun.
1 Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. “ Pembangunan Indonesia ”Artikel diakses pada 17 Mei
2010 dari : http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi
Pernyataan ini tidak salah, namun juga tidak menunjukkan seluruh kenyataan
yang ada.
Tabel IV. 1
Data Makroekonomi Indonesia
Indikator
Sumber : Faisal Basri, Haris Munandar. Lanskap Ekonomi Indonesia. h. 5
Jika disimak data makro/ekonomi Indonesia sebagaimana tersaji pada tabel, sepintas lalu
menggambarkan bahwa perekonomian Indonesia sudah berjalan on the right track. Indikator-
indikator makroekonomi kian sering dikedepankan sebagai bukti bahwa perekonomian Indonesia
mulai sehat kembali, dimana pertumbuhan ekonomi cukup stabil sejak tahun 2004 meskipun
belum setinggi pada era sebelum krisis. Demikian juga dengan kurs rupiah yang terjaga pada
nilai pasarnya. Indikator penting lainnya seperti ekspor juga terus meningkat, dan nilainya masih
melebihi impor sehingga neraca perdagangan kita senantiasa surplus. Demikian pula dengan
jumlah cadangan devisa internasional yang menyangga kekukuhan nilai tukar rupiah sekaligus
jangkar sistem pembayaran internasional Indonesia, yang jumlahnya terus meningkat. Presentase
utang pemerintah, dalam dan luar negeri, terhadap GDP juga terus berkurang, sehingga untuk
pertamakalinya dalam empat dasawarsa masalah utang (khususnya utang luar negeri) tidak lagi
terlalu menghantui perekonomian Indonesia. Inflasi juga relative terkendali (meskipun
dilapangan kebutuhan umum terus meroket akibat tingginya energy dan berbagai komoditas
primer, termasuk bahan pangan).2
Namun, data pertama yang harus dikaji adalah penurunan tingkat investasi. Berikutnya,
adalah tidak kunjung teratasinya masalah pengangguran yang angkanya terus-,menerus tinggi,
disertai oleh meningkatnya jumlah penduduk miskin, yang justru lebih tinggi dibanding dengan
sebelum krisis. Hal-hal ini semestinya tidak terjadi jika memang pertrumbuhan ekonomi terus
berlangsung. Dari analisisi terhadap data-data maka dapat disimpulkan ternyata masalah
2 Faisal Basri, Haris Munandar. Lanskap Ekonomi Indonesia. Kajian dan Renungan TerhadapMasalah-masalah
Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia. (Jakarta: Kencana. 2009). h. 5-6
pengangguran dan kemiskinan terus mencekam sekalipun ekonomi terus tumbuh, sehingga
kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiripun perlu ditelaah.
Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang timpang (menguntungkan sekelompok
tertentu, namun merugikan kelompok lain) sama buruk dan berbahayanya dengan kelesuan
ekonomi berjangka panjang.3 Berbeda dengan Kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam sistem
pengangaran, Ekonomi Islam tidak menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebagai
indikator penentuan Anggaran Negara.
M A Manan mengatakan bahwa prinsip Islam tentang kebijakan fiskal atau anggaran
pendapatan dan belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas
distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada
tingkat yang sama,4 yang tidak lepas dari kendali politik ekonomi (as-siyasatu al-iqtishadi) yang
bertujuan, sebagaimana yang dikemukakan Abdurrahman Al-Maliki, yaitu menjamin pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan primer (al-hajat al-asasiyah/ basic needs) perindividu secara
menyeluruh,dan membantu tiap-tiap individu diantara mereka dalam memenuhi kebutuhan-
kebutuhan sekunder dan tersiernya (al-hajat al-kamaliyah) sesuai kadar kemampuannya.5
Kita harus memaknai atau menginterpretasikan secara benar berbagai indikator ekonomi
makro yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam pengelolaan APBN. Tanpa pemahaman yang
3 Faisal Basri, Haris Munandar. Lanskap Ekonomi Indonesia. Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah
Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia. (Jakarta: Kencana. 2009). h. 5-6
4 M.A Manan, (terj), Ekonomi Islam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Internasa, 1992), h. 230
5 Mustafa Edwin Nasution, dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. h. 225
baik dan komprehensif mengenai banyak variable ekonomi makro dan masalah krisis ekonomi
Indonesia, sangat dimungkinkan terjadinya miss leading atau salah interpretasi dalam
menangkap fakta dan fenomena. Ketika kita menganggap perekonomian sudah bagus, yang
ditujukan oleh pertumbuhan ekonomi tinggi, ternyata kita lupa bahwa pencapaian itu diperoleh
karena dorongan besar utang luar negeri sektor swasta. Akibatnya, meskipun pertumbuhan
ekonomi tinggi, namun karena dibangun diatas fondasi keropos berupa utang, maka bangunan itu
bisa rubuh sewaktu-waktu.6
Oleh karenanya dalam kebijakan ekonomi Islam pendekatan yang digunakan adalah
pemenuhan kebutuhan basic needs individu, melalui pemerataan distribusi pendapatan dan
kekayaan. Ekonomi Islam langsung mengarahkan kebijakan fiskalnya kepada warga masyarkat
yang ditimpa kemiskinan. Arah ini berbeda 180 derajat dengan kebijakan fiskal
konvensionalyang untuk memecahkan kemiskinan harus menggemukkan golongan kaya dulu
baru kemudian kekayaan yang dipupuk secara nasional dialirkan dari golongan kaya tersebut ke
golongan miskin (trickle down effect) melalui mekanisme pasar. Padahal tidak semua rakyat
memiliki akses untuk terlibat dalam proses produksi dalam mekanisme pasar.
2. Penerimaan Negara
a. Zakat
Karakteristik pajak serta tunjangan sosial yang ada di sistem konvensional berbeda sama
sekali dengan mekanisme yang ada dalam zakat. Penjaminan dalam mekanisme zakat merupakan
prioritas utama dalam kebijakan ekonomi. Sedangkan dalam konvensional tunjangan social
6 Sularto. St. Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia. (Jakarta : Kompas, 2008). h. 53-
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sangat tergantung pada penerimaan pajak, ketika dana pajak dirasakan tidak mencukupi, maka
tunjangan tersebut bukanlah menjadi prioritas utama.7
Keuangan negara modern, pada umumnya dan termasuk juga di Indonesia, tidak
memasukkan zakat sebagai sumber penerimaan. Zakat diserahkan kepada masing-masing
individu atau masyarakat. Pemerintah berusaha menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan
utama. Pengenaan pajak kepada masyarakat belum mempertimbangkan pengeluaran zakat yang
dilakukan oleh masyarakat. Akibatnya, potensi dana zakat belum terkumpul secara maksimal dan
pemanfaatannyapun belum optimal. .
Dalam perilaku filantropinya (giving behavior), seorang Muslim mempunyai pilihan dalam
mencapai kepuasaannya (utility function). Kalau ia sudah merasa puas dengan berderma kepada
seorang peminta-minta, menyumbang korban bencana alam, memberi santunan bulanan kepada
beberapa anak yatim, atau bentuk-bentuk charity lainnya, maka berarti kurva kepuasaannya
sudah mencapai titik maksimum dengan berinfak secara pribadi dan langsung (direct giving)
tersebut. Namun, apabila ia tidak cukup puas dengan pola berderma seperti itu karena melihat
kesejahteraan kelompok masyarakat miskin yang tidak meningkat, maka mungkin saja pola
pengumpulan dan penyaluran zakat perlu dilakukan oleh negara (indirect giving) agar lebih
terorganisir dan mengcover masyarakat yang lebih luas.
Ada beberapa alasan mengapa negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat.
Pertama, zakat bukanlah bentuk charity biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infak,
wakaf, dan hibah. Zakat hukumnya wajib (imperatif) sementara charity atau donasi hukumnya
mandub (sunnah). Pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah dalam surat al-
7 Ali sakti .Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaan atas Kekacauan Ekonomi Modern. h. 220
Taubah (9) ayat 103.
⌦
☺
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”
Satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu
dalam sistem demokrasi adalah negara lewat perangkat pemerintahan, seperti halnya
pengumpulan pajak. Apabila hal ini disepakati, maka zakat akan menjadi salah satu sumber
penerimaan negara.
Kedua, potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut
sebuah sumber, potensi zakat di Indonesia mencapai hampir 20 triliun per tahun. Hasil penelitian
Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation tahun 2005
mengungkapkan, jumlah potensi filantropi (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai Rp
19,3 triliun. Di antara potensi tersebut, Rp 5,1 triliun berbentuk barang dan Rp 14,2 triliun
berbentuk uang. Jumlah dana sebesar itu, sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah (Rp 6,2
triliun) dan sisanya zakat harta Rp 13,1 triliun. Salah satu temuan menarik dari hasil penelitian
tersebut adalah bahwa 61 persen zakat fitrah dan 93 persen zakat maal diberikan langsung
kepada penerima. Penerima zakat fitrah dan zakat maal terbesar (70 persen) adalah masjid-
masjid. Badan Amil Zakat (BAZ) pemerintah hanya mendapatkan 5 persen zakat fitrah dan 3
persen zakat maal, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya 4 persen zakat maal.8
Pada kenyataannya, dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari
potensi yang sebenarnya. Sebagai perbandingan, dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh
lembaga-lembaga pengumpul zakat baru mencapai beberapa puluh milyar. Itu pun bercampur
dengan infak, hibah, dan wakaf. Potensi yang sangat besar itu akan dapat dicapai dan disalurkan
kalau pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui departemen teknis pelaksana.
Ketiga, zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran
pembangunan nasional. Dana zakat yang sangat besar sebenarnya cukup berpotensi untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana
pembangunan nasional. Dalam periode tertentu, suatu negara membuat rencana pembangunan di
berbagai bidang sekaligus perencanaan anggarannya. Potensi zakat yang cukup besar dan sasaran
distribusi zakat yang jelas seharusnya dapat sejalan dengan rencana pembangunan nasional
tersebut.
Keempat, agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga
mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengumpulan
dan pendistribusian zakat yang terpisah- pisah, baik disalurkan sendiri maupun melalui berbagai
charity membuat misi zakat agak tersendat. Harus diakui bahwa berbagai lembaga charity telah
berbuat banyak dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan telah banyak hasil yang
8 Civitas Akademika STEI Tazkia “ Zakat Sebagai Instrumen Fiskal “. Artikel di akses pada 29 September 2009 dari
: http://www.tazkiaonline.com/?view=articles&id=25&detail=yes
dapat dipetik. Namun, hasil itu dapat ditingkatkan kalau pengumpulan dan pengelolaannya itu
dilakukan oleh negara melalui perangkat-perangkatnya.
Kelima, memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu penyakit yang masih
menggerogoti keuangan Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya adalah korupsi atau
penyalahgunaan keuangan negara. Padahal, sebagian besar pengelola negara ini mengaku
beragama Islam. Penyalahgunaan ini antara lain disebabkan oleh lemahnya iman menghadapi
godaan untuk korupsi. Masuknya dana zakat ke dalam perbendaharaan negara diharapkan akan
menyadarkan mereka bahwa di antara uang yang dikorupsi itu terdapat dana zakat yang tidak
sepantasnya dikorupsi juga. Petugas zakat juga tidak mudah disuap dan wajib zakat juga tidak
akan main-main dalam menghitung zakatnya serta tidak akan melakukan ‘tawar-menawar’
dengan petugas zakat sebagaimana sering ditemui dalam kasus pemungutan pajak.
Selain itu zakat zakat merupakan instrumen publik yang memiliki pengaruh terhadap sisi
demand dalam perekonomian. Sacara teori eksistensi zakat akan meningkatkan kurva permintaan
melalui agregat demand yang meningkat akibat daya beli masyarakat mustahik yang didorong
oleh distribusi zakat. Tentu saja hal ini secara jangka pendek akan meningkatkan harga. Namun
peningkatan harga tersebut otomaits akan meningkatkan revenue produsen (Total Revenue =
Price x Quantity). Dan jika informasi peningkatan harga ini diketahui semua pelaku pasar
(symetrix information), maka tentu akan mengundang pelaku baru untuk masuk ke pasar.
Dengan kata lain respon tersebut akan meningkatkan penawaran selanjutnya harga akan
terkoreksi. Meskipun harga telah turun bukan berarti kuantitas produksi keseimbangan berkurang
juga tetapi tetap menigkat, inilah kemudian menunjukkan bahwa zakat mendorong pertumbuhan
ekonomi, begitu seterusnya seiring pertumbuhan populasi. Lebih lengkapnya lihat grafik
dibawah ini. 9
Dengan demikian, sistem memaksa harta yang berlebihan (tertahan) pada sebagian orang
berputar dalam ekonomi melalui sistem zakat. Peningkatan angka konsumsi ini selanjutnya akan
mendorong peningkatan kinerja pertumbuhan dan pembangunan ekonomi makro. Allah
berfirman
dalam surat Ar-Rum ayat 39:
⌧
⌧
☺
“......Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk Memperoleh
keridhaan Allah, Maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.
Grafik. IV. 1 Zakat dalam Perekonomian
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Sumber : Ali Sakti. Ekonomi Islam, Jawaban atas Kekacauan EKonomi Modern. h. 184
Sedangkan untuk. Sistem perhitungan zakat perdagangan berdasarkan keuntungan (profit atau
quasi- rent) tidak mempengaruhi kurva penawaran sehingga jumlah barang yang ditawarkan
tidak berkurang dan tidak terjadi kenaikan harga jual. Hal ini bahkan menjadi insentif bagi
pedagang untuk mencari keuntungan sejalan dengan kewajibannya membayar zakat. Jumlah
zakat yang diterima akan meningkat seiring dengan meningkatnya keuntungan pedagang. Jika
dibandingkan dengan sistem pajak pertambahan nilai (ppn), pengenaan pajak terhadap harga jual
akan menyebabkan berkurangnya
penawaran barang di pasar dan harga jual naik. 10
Grafik IV. 2 Efek Pengenaan Pajak Terhadap Harga Jual
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b. Pajak
Semua Negara di dunia telah dan kian tergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan utama.
Semakin maju suatu Negara kian besar pula peran pajaknya karena Negara maju kian membatasi
diri dari peran sebagai pemain langsung dalam perekonomian. Ini adalah suatu keniscayaan. Bagi
rakyat sebagai pembayar pajak, sesungguhnya pajak pada hakikatnya bukanlah
beban, melainkan tanggungjawab alamiah. Lagipula,
data empiris menunjukkan semakin besar peran pajak, kian besar pula kekuatan moral dan
pengaruh rakyat secara keseluruhan sebagai pembayar pajak. Pengawasan umum terhadap
pemakaian uang negara akan kian ketat, karena rakyat merasa uang merekalah yang digunakan.
pemeimpin pemerintahan atau pemegang kekuasaan Negara tidak bisa lagi bertindak atau
bersikap sebagai pemilik Negara atau bahkan penjelmaan Negara itu sendiri.
Ulama fiqh kontemporer mengemukakan bahwa ada kewajiban material yang berbentuk pajak
itu tidak diragukan lagi keabsahannya karena ternyata pada waktu ini negara memerlukan
anggaran pendapatan yang besar sekali, yang keseluruhannya tidak mungkin terpenuhi dengan
zakat. Pada saat ini dua kewajiban tersebut menyatu dalam diri seorang Muslim. Kedua
kewajiban itu tidak dapat dihindarkan karena kalau kewajiban hanya berlaku
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pada zakat dan bebas pajak maka pemasukan negara tidak akan mencukupi dan tidak akan dapat
memenuhi anggaran pendapatan Negara yang dipakai untuk membiayai hal-hal yang jauh lebih
banyak dari apa yang ditentukan dalam zakat. Atas dasar inilah ulama menolak anggapan
memperhitungkan pajak sebagai memenuhi kewajiban zakat. Yusuf Al-Qardawi menyimpulkan,
tidak bolehnya memperhitungkan pajak sebagai kewajiban zakat adalah karena yang demikian
akan menghilangkan lembaga zakat itu sendiri, yang berarti menghilangkan salah satu syiar
Islam. Namun sayang, di Indonesia pemerintah masih belum bisa menjadikan zakat sabagai salah
satu instrument
penerimaan negara. 11
Dalam Prinsip penarikan pajak di Indonesia ternyata tidak jauh berbeda dengan prinsip yang
dikemukakan dalam ekonomi Islam, seperti yang dikemukakan Abu Yusuf dalam hal
perpajakan. Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas dimana setelah berabad-abad
kemudian dikenal oleh para ahli ekonom sebagai canons of taxation. kesanggupan membayar,
pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan
dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya, 12 serta sitem pajak
proposional. Prinsip-prinsip ini digunkan
11
12
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). Ekonomi Islam. h. 501-502
Adiwarman Azwar Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. h. 241
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dalam penarikan pajak di Indonesia guna menuju sistem perpajakan yang
baik, yaitu : 13
1) Ability to Pay Approach
Pendekatan ini sering pula disebut dengan prinsip kemampuan membayar atau berdasarkan atas
daya pikul seorang wajib pajak. Artinya seorang wajib pajak akan dikenai beban pajak sesuai
dengan kemampuannya untuk membayar
pajak.
2) Benefit Approach
Pendekatan ini mengandung arti bahwa prinsip pengenaan pajak didasarkan atas manfaat yang
diterima oleh seorang wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah. Kedua
pendekatan tersebut diatas adalah berdasarkan atas prinsip kesamaan (equity) dimana prinsip
kemanfaatan (benefit principle) berdasarkan atas kesamaan manfaat yang diterima oleh wajib
pajak sesuai dengan pajak yang dibayarnya, sedangkan prinsip kemampuan membayar (ability to
pay principle) berdasarkan atas kesamaan pengorbanan yang sesuai dengan kemampuan seorang
wajib pajak untuk membayar pajak. Rasio pajak di negara kita relative sangat rendah, karena
masih begitu sedikit penduduk Indonesia yang membayarkan pajak penghasilannya secara rutin
dan jujur. Di satu sisi, pajak rendah adalah berita gembira karena
Yuswar Zainul Basri, & Mulyadi Subri. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang
Luar Negeri. h.44-45
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kekayaan dan penghasilan kita tak terlalu tergerogoti oleh pajak. Namun disisi lain, hal itu juga
merupakan berita buruk karena itu berarti sumber pendapatan rutin pemerintah/negarapun
terbatas atau sekurang-kurangnya penghasilan riil pajak lebih kecil dari pada potensinya. Situasi
perpajakan di Indonesia belum mengalami perbaikan yang memuaskan. Jumlah penerimaan
nominal pajak Indonesia memang bertambah dari tahun ke tahun, bahkan rasio pajakpun mulai
mengalami peningkatan merayap. Hanya saja, semua peningkatan jumlah maupun rasio itu
masih terlalu kecil dibandingkan dengan yang seharusnya. sampai pada RAPBN 2009 (dalam
Nota Keuangan yang disampaikan Presiden RI kepada DPR tanggal 15 Agustus 2008), total
penerimaan Negara yang diharapkan terkumpul selama tahun 2009 dengan asumsi harga minyak
rata-rata US$ 100 per barel mencapai Rp. 1.022,6 triliun . Dengan pendapatan pajak sebesar itu,
maka rasio pajak 2009 seandainya dapat terpenuhi baru mencapai 13,7%, atau sedikit sekali naik
dari rasio pajak tahun sebelumnya (2008) yang dipatok akan mencapai 13,6%. 14 Dalam
beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan dan rasio pajak senantiasa lebih rendah dari yang
diharapkan atau ditargetkan dalam APBN. Sebagai catatan, dalam tabel dibawah ini, pajak kian
diandalkan sebagai sumber utama penerimaan negara. Kalau ditahun 1994 kontribusi pajak
belum
Faisal Basri, Haris Munandar. Lanskap Ekonomi Indonesia. Kajian dan Renungan
TerhadapMasalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia.
h.
271
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Lagi genap 67 %, Maka ditahun 2008 Pajak diperkirakan Telah menyumbangkan 76 % dari total
penerimaan negara, dan di tahun berikutnya akan tetap berkisar pada angka 70 %. Hal ini
mengisyaratkan bahwa dipasang relative rendahpun, realisasi penerimaan pajak cenderung lebih
kecil dari pada yang diharapkan. 15
Tabel IV. 2
Penerimaan Negara Pajak dan Bukan Pajak, 1994-2009
Tahun Anggaran
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 (LKPP)
2008 (APBN)
2008 (APBN-P)
2009 (RAPBN)
2009 (Dokumen
Tambahan)
Perpajakan
Nilai
44.442,1
48.686,3
57.339,9
70.934,2
102.394,4
125.951,0
115.912,5
185.540,9
210.087,5
242.048,1
280.558,8
347.031,1
409.203,0
490.988,6
591.978,4
609.227,5
748.934,9
726.278,3
%
66,9
66,7
65,4
63,2
64,8
61,6
56,5
61,7
70,4
71,0
69,6
70,3
64,3
69,5
76,0
68,3
66,7
71,1
Bukan Pajak
Nilai
21.975,9
24.327,6
30.290,4
41.341,3
55.648,0
78.481,6
89.422,0
115.058,6
88.440,0
98.880,2
122.545,8
146.888,3
226.950,1
215.119,7
187.236,1
282.814,4
374.082,9
295.353,2
%
33,1
33,3
34,6
36,8
35,2
38,4
43,5
38,3
29,6
29,0
30,4
29,7
35,7
30,5
24,0
31,7
33,3
28,9
Jumlah
Nilai
66.418,0
73.013,9
87.630,3
112.275,5
158.042,5
204.432,6
205.734,5
300.599,5
298.527,5
340.928,3
403.104,6
493.919,4
626.153,1
706.108,3
779.214,5
892.041,9
1.123.017,8
1.021.631,5
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Sumber : http//:www.depkeu.go.id
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Karena itu, masalah tampakya pada aparat pelaksana pajak itu sendiri ketimbang perumusan
target pajak dari tahun ke tahun. Atas dasar itu, perbaikan perlu difokuskan pada tingkat
pelaksanaan pencarian dan pengumpulan pajak, diawalai dengan pemahaman atas berbagai
masalah mendasar yang ada dalam perpajakan di Indonesia. Tantangan serupa juga menghadang
dalam penggalangan bea masuk atau pajak impor. sementara impor terus meningkat, penerimaan
bea masuk impor sebagai persenatse nilai impor justru naik turun, bahkan sempat mengalami
penurunan pajak. Korupsi Dinas Bea Cukai dinilai menjadi penyebab utamanya, dan dalam
laporannya ditahun 2005 Transparency International menyatakan Ditjen Bea cukai sebagai
lembaga Negara di Indonesia yang terkorup, disusul oleh Ditjen Pajak. Penurunan tajam terjadi
pada periode 2003-2004 dimana lonjakan impor justru dibarengi dengan penyusutan penerimaan
bea masuk. Pembenahan secara besar-besaran yang dilakukan terhadap Ditjen Bea dan Cukai
pada tahun 2007 membuahkan keberhasilan cukup mengejutkan. Meskipun dalam waktu
bersamaan tarif impor dipangkas namun penerimaan bea masuk sejak tahun 2007 justru
mengalami perbaikan cukup signifikan. 16 Hal ini memberi bukti sekaligus dasar optimisme
bahwa jika perbaikan
menyeluruh dilakukan, maka hasil positif sangat bisa diharapkan. Bahwa
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pajak sebagai sumber penerimaan Negara harus diatur dan diawasi guna memastikan ketepatan
dalam pengelolaan dan penggunaannya. Pengawasan harta dalam aturan harta Islam mempunyai
peran yang penting karena ia merupakan alat untuk melindungi sumber baitulmaal dan
menjaganya dari setiap kesia-siaan, baik kesia-siaan penguasa atau rakyat.
Keduanya saling mengawasi untuk menjaga sumber baitulmaal dan melindunginya dari
pelanggaran dan untuk memastikan pengumpulan dan pengeluarannya
Sesuai dengan kaidah syariah. 17
Sebagaimana yang diperingatkan oleh Abu Yusuf bahwa uang publik adalah amanah yang akan
dimintakan pertanggung jawabannya maka harus digunakan sebaik-baiknya
untuk kemaslahatan rakyat. 18
Ibnu Taimiyah dalam bukunya Fatawa sangat mendukung perlunya penyusunan anggaran dan
pengaturan yang keras terhadap keuangan. Secara singkat bisa dikatakan, menurut Ibnu
Taimiyah, penguasa bebas menentukan cara mengorganisasi administrasi keuangannya dan
mengontrol barang-barang publik, dengan cara belajar dari pengalamannya sendiri atau
mengambil pengalaman orang lain. yang lebih penting ia harus memilih person yang jujur
dan mampu menangani urusan itu dengan sebaik-baiknya. 19
17
18
Jaribah bin Ahmad Al- Haritsi. Fikih Ekonomi Umar bin Khatthab. h.619
Euis Amalia. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer.
A. A. Islahi. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. h. 216
h. 70
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Tak hanya sebatas pada para pegawai/petugas pajak, peningkatan kesadaran wajb pajak pun
penting untuk ditanggulangi. Hal ini bisa dimulai dengan mengedepankan rasa aman, mendorong
kepatuhan lewat program pemberian bantuan utnuk menyusun laporan ketimbang memburu-buru
mereka. Mengingat sedemikian vitalnya perpajakan didalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, maka desain organisasi perpajakan pun harus memenuhi prinsip-prinsip dasar
demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal lain yang perlu dicermati dalam hal
perpajakan di Indonesia adalah, sebagaimana data diatas yakni pajak menjadi sumber utama
penerimaan negara. Peran pajak mencapai 70% dalam penerimaan negara. Padahal dalam sistem
ekonomi Islam, pungutan semacam ini dikenal dengan dharibah yang tidak dapat digunakan
sebagai tumpuan pendapatan negara.
Oleh karen itu sifat pajak dalam Islam hanya bersifat komplemen bukan sumber pendapatan
utama. 20 Seharusnya negara dapat berupaya untuk menciptakan sumber penerimaan lain seperti
dari pengolaan sumber daya guna Membiayai pemenuhan Kebutuhan masyarakatnya. Sehingga
ketergantungan terhadap pajak tidak sebesar sekarang.
c. BUMN
KH. Hafidz Abdurrahman. “Negara Kapitalis Negara Pemalak ”. Majalah al- Wa’ie. No.
111 Tahun X. November 2009. h. 45
20
Menurut kaidah syar’iyah pendapatan dari asset pemerintah dapat dibagi dalam dua kategori : (a)
pendapatan dari asset pemerintah yang umum, yaitu berupa investasi asset pemerintah yang
dikelola baik oleh pemerintah sendiri atau masyarakat. Ketika asset tersebut dikelola individu
masyarakat maka pemerintah berhak menentukan berapa bagian pemerintah dari hasil yang
dihasilkan oleh asset tersebut dengan berpedoman kepada kaidah umum yaitu maslahah dan
keadian; (b) pendapatan yang masyarakat ikut memanfaatkannya adalah berdasarkan kaidah
syar’iyah yang menyatakan bahwa manusia berserikat dalam memiliki air, api, garam dan
semisalnya.
Kaidah ini dalam konteks pemerintahan modern adalah sarana-saran umum
yang sangat dibutuhkan masyarakat. 21 Ditinjau dari dari sisi asset, BUMN adalah entitas yang
paling menguasai perekonomian nasional. Betapa tidak, pada akhir kuartal pertama ditahun
2008, nilai total asset BUMN Indonesia mencapai Rp. 1.891 triliun. Nilai ini meningkat 9,9 %
dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan nilai PDB (GDP) Indonesia yang
ditahun 2008 mencapai Rp. 4.682 triliun, maka nilai asset BUMN meliputi 40 %. Dengan asset
sebesar ini BUMN merupakan entitas yang bukan saja kaya persoalan, namun juga sangat kaya
potensi.Jumlah itu baru nilai pembukuan, belum nilai ekonomisnya yang oleh mantan Meneg
BUMN Sugiharto ditaksir bisa mencapai enam hingga sepuluh kali lipat lebih besar. Asset-asset
ini sangat berpotensi mendatangkan
21
Mustafa Edwin Nasution dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. h. 221
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menfaat dan keuntungan bagi negara, yang jika tidak dikelola justru akan menjadi sumber
disinsentif bagi BUMN karena harus ada pengeluaran untuk membayar pajak dan biaya
pemeliharaannya. Namun, sejauh ini kenyataannya sumbangsih BUMN masih jauh dari
potensinya. Untuk tahun 2008, realisasi total penerimaan laba dari seluruh BUMN diperkirakan
mencapai US$ 35 miliar. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingakn dengan nilai asset dan
potensi pendapatan BUMN yang telah diuraikan diatas. 22 Bahkan pada tahun 2006 total
kerugian BUMN tercatat sebesar 2.683 triliun (ditahun 2005 total kerugian bahkan mencapai Rp.
6,610 triliun). Selama tahun 2006, 85 % dari total kerugian itu disumbangkan oleh sepuluh
perusahaan (ditahun 2005 presentasenya bahkan mencapai 96 %) yang ternyata sudah langganan
masuk dalam daftar BUMN merugi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.
Tabel IV. 3
10 BUMN dengan Kerugian Terbesar, 2006
Peringkat dan Nama BUMN
2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Perusahaan Listrik Negara
PT. Garuda Indonesia
PT. Merpati Nusantara
Airlines
PT. Kertas Leces
PT. Pelayaran Nasional
Indonesia
PT. Krakatau Steel
22
Nilai Kerugian
(Miliar Rupiah)
(1.081,61)
(191,00)
(180,97)
(134,56)
(122,86)
(97,49)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Peringkat dan Nama BUMN
2005
Perusahaan Listrik Negara
PT. Garuda Indonesia
PT. Merpati Nusantara
Airlines
PT. Danareksa
PT. Pelayaran Nasional
Indonesia
PT. Dok & Perkapalan
Nilai Kerugian
(Miliar Rupiah)
(4.920,59)
(560,61)
(270,00)
(182,34)
(127,82)
(74,87)
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(36,16)PT. Perkebunan Nusantara
I
(33,86)8. PT. Pergerukan Indonesia
(31,96)9. PT. PAL Indonesia
(31,65)10. PT. Dok & Perkapalan
Kodja Bahari
Sumber : Faisal Basri, Haris Munandar. Lanskap Ekonomi Indonesia.. h. 353
7.
Kodja Bahari
7. PT. Perkebunan Nusantara
I
8. PT. Pergerukan Indonesia
9. PT. Pos Indonesia
10. PT. Inhutani I
(68,33)
(61,97)
(51,41)
(34,18)
Pemerintah memang tidak serta merta menalangi kerugian itu, bahkan mewajibkan BUMN yang
bersangkutan untuk membenahi diri, serta berusaha mebcetak laba guna mengompensasi
kerugian diwaktu sebelumnya. Namun jika terus merugi, pada akhirnya pemerintah juga yang
harus menanggung, baik Dalam bentuk pinjaman, penyertaan modal atau semata-mata
penambahan modal kerja BUMN yang belum tentu bisa kembali dalam bentuk laba dari BUMN
tersebut.
Tambun nan gemuk, serta tak mampu bergerak secara lincah. Inilah gambaran BUMN kita. Dan
telihat amat jomplang dengan kegesitan sejumlah BUMN milik negara jiran semisal Temasek
dari Singapura yang getol mencaplok perusahaan dalam negeri, atau Khasanah Berhad dari
Malaysia, yang rajin mencari entitas usaha yang siap diakuisisi. Inilah salah satu faktor yang
membuat perekonomian makro Indonesia tidak mampu bersaing secara global dan tidak
memiliki performa yang prima untuk menghasilkan profit yang maksimal yang imbasnya
perusahaan-perusahaan plat merah milik
pemerintah tersebut tidak dapat berbuat banyak untuk menutupi defisit
APBN. 23
Penulis berpendapat bahwa masalah ini terkait langsung dengan manajemen pengelolaan BUMN
tersebut. Kelemahan manajemen menjadikan BUMN tidak mampu bertindak sebagaimana yang
diharapakan. Jangankan untuk mencetak laba, bahkan untuk menanggulangi kerugianpun tidak
mampu. Manajemen ini tntunya terkait pula dengan para person-person pengelola BUMN.
Dikebanyakan BUMN belum ada kesan bahwa mereka harus bekerja keras demi mengejar laba,
sebagaimana layaknya sebuah perusahaan. Etos priayi dan penguasa sangat kontraproduktif
dengan tuntutan BUMN untuk tampil sebagai perusahaan pencetak laba. Kebijakan pemerintah
sendiri selama ini cenderung menderansi kebiasaan merugikan seperti itu. Betapa tidak, kalaupun
untung sedikit, tetap saja eksistensi BUMN itu dipertahankan, bahkan juga kalau rugi sampai
terus- menerus sehingga memberatkan APBN.
Terkait dengan hal ini perlu dikaji lagi mengenai peran Negara dalam perekonomian. Dimana
peran negara dapat dibagi kedalam tiga bagian : Perencana (Planner), Pelaku (Actor/Player), dan
Pengatur (Regulator).
Sebagai perencana, pemerintah pusat harus memberikan keluasan bagi pemerintah daerah untuk
mengatur dirinya sendiri. Perencanaan sektoral harus lebih besar diberikan kepada departemen
teknis dan aparat pemerintah daerah
23
Majalah Investor. “ Business & Capital Markets”. edisi November 2008. h. 74
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serta di laksanakan sepenuhnya oleh daerah. Peran negara sebagai pelaku lambat laun harus
dikurangi sejalan dengan menguatnya peran swasta dan semakin kukuhnya regulatory framework
ini berarti bahwa peran pemerintah sebagai regulator akan semakin penting agar peningkatan
peran swasta justru memperkuat landasan bagi terciptanya kemakmuran yang berkeadilan. 24
Seperti yang dibayangkan Bung Hatta, pada hakikatnya keberadaan BUMN itu hanya sementara
saja. Ketika warga Negara biasa sudah bisa
menjadi pelaku ekonomi andal melalui perusahaan swasta maupun koperasi, maka BUMN secara
alamiah harus minggir sehingga peran pemerintah hanya sebatas sebagai regulator dan Pembina
saja, tidak perlu lagi menjadi pelaku langsung dalam perekonomian. Namun dalam kenyataannya
BUMN di Indonesia terus hadir dan diperlakukan secara khusus.
Alasan pertama pembentukan BUMN pada awal Republik Indonesia berdiri bersifat normative,
yakni untuk memenuhi amanat pembukaan UUD 45 yang mewajibkan Negara mengupayakan
kesejahteraan rakyatnya, serta penjabaran dari Pasa 33ayat 2 yang berbunyi :Cabang-cabang
produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara. Ayat 3 daripasal yang sama menyebutkan : Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Bung Hatta sebagai
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bapak ekonomi Indonesia menegaskan bahwa pasal itu harus diartikan bahwa negara hanya
boleh menguasai perusahaan yang bidangnya benar-benar menguasai kebutuhan pokok
masyarakat seperti listrik dan wahana transportasi. Ketika swasta nasional mulai mampu tumbuh
dan menggerakkan perekonomian, maka negara harus mundur dan hanya berkonsentrasi pada
hanya sedikit bidang yang benar-benar vital dan strategis saja. Pada masa itu pun Bung Hatta
sudah melihat adanya kontradiksi internal yang bersifat mendasar dalam tubuh perusahaan
negara (nantinya disebut BUMN), karena motif bisnis (mencari keuntungan semaksimal
mungkin) dan motif sosial (membantu pihak lain yang secara financial merugikan) sangat sulit
disatukan. 25
Dalam konteks ekonomi Islam, BUMN harus dikelola secara professional dan efisien.
Pengelolaan BUMN ini tidak boleh melibatkan penguasa ataupun para pemimpin Negara dalam
pengaturannya. Karena dalam ekonomi-politik Islam para pemimpin atau pejabat Negara
dilarang untuk terlibat dalam aktifitas perekonomian, dengan kata lain pemimipin atau
pejabat Negara tidak boleh menjadi pelaku pasar. Jika hal itu terjadi, kecenderungan terjadinya
praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme akan semakin besar.
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Dapat dikatakan semua penguasa, pejabat dan politisi sama-sama menyatakan niatnya untuk
turut mengembangkan BUMN demi kebaikan bangsa. Namun dalam waktu bersamaan, masing-
masing juga memiliki kepentingan sendiri yang saling berbenturan yang pada akhirnya
merugikan BUMN. Pada tataran normatif dan politis, BUMN juga selalu diandalkan sebgai
langkah pamungkas untuk mengatasi semua persoalan ekonomi, kalau pengelolaannya benar hal
itu mungkin terwujud, Tetapi kalau aneka praktek politisasi, penjarahan dan korupsinya terus
berlangsung, sesungghunya BUMN hanya akan menguntungkan kalangan tertentu saja, tetapi
menjadi beban mahaberat bagi bangsa dan Negara. Abu Bakar sebagai Khalifah pertama pernah
mengingatkan sahabatnya Umar bin Khattab untuk tidak berniaga (bertani), sudah cukup bagi
Umar upah yang didapatkannya dari baitulmaal. Abu Bakar menyadari betul bahwa sukar bagi
siapapun untuk dapat berlaku adil dan maksimal pada masing- masing perannya, jika pada saat
yang sama seseorang berperan ganda, sebagai pemegang otoritas politik dan sebagai pelaku
pasar. 26
Dengan segala keterbatasan kinerja BUMN yang telah diuraikan diatas. BUMN merupakan actor
penting yang senantiasa turut menentukan haru birunya perekonomian Indonesia. ada beberapa
alasan mengapa BUMN itu penting dan akan selalu penting. Pertama, BUMN terlanjur
menduduki posisi penting diberbagai sektor perekonomian, bahkan disebagian sektor
26
Ikhwan A. BAsri. Menguak Pemikiran EKonomi Islam Ulama Klasik.. h. 19-20
mendominasi dan memonopoli. Jika BUMN si suatu sektor tampil prima maka ia akan menjadi
penggerak utama disektor itu. Begitu juga sebaliknya, jiak BUMN disuatu sektor lemah, maka
biasanya sektor itu juga akan sulit diharapkan mampu menopang perekonomian nasional secara
keseluruhan.
Kedua, arti penting BUMN tentu tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan
setoran laba tahunannya bagi negara, apalagi sebagian BUMN terus merugi. Perlu diingat bahwa
mengejar laba bukan satu-satunya tujuan keberadaan BUMN, dan tidak semua keberhasilan
BUMN dapat diukur berdasarkan setoran
laba pendapatannya. Ketiga, dalam kedudukannya sebagai penyumbang kas negara BUMN
masih memiliki potensi besar, sayangnya sama dengan perpajakan, samapi sekarang belum ada
program pemerintah bagi pembenahan BUMN yang benar-benra komprehensif demi menjadikan
BUMN sebagai andalan pendapatan negara sekaligus mempertahankan fungsi
sosial dan strategisnya. 27
Terhadap suatu entitas yang sudah terlanjur ada dan berpengaruh, bahkan dominan, penyelesaian
masalah yang ditimbulkannya tentu tidak bisa dilakukan dengan sekedar melikuidasi
keberadaannya. Pengahpusan BUMN secara keseluruhan hanya akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar lagi, sebagai contoh seandainya PT. KAI ditutup karena selalu merugi, lalu
bagaiman nasib rarusan ribu para penumpang kereta api ? siapa pula yang
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akan melayani jalur-jalur penerbangan rintisan jika Merpati Nusantara ditutup
? atau bahkan masakapai mana yang akan menjadi flag carrier jika Garuda Indonesia juga
dibubarkan ?. Adakalanya menanggung kerugian harus dilakukan demi mencegah kerugian yang
lebih besar. hal ini senada dengan kaidah syar’iyah yang ada dalam ekonomi islam.
3. Belanja Pemerintah
Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah.
Dalam ajaran Islam hal tersebut dipandu oleh kaidah-kaidah Syar’iyyah dan penentuan skala
prioritas. Menurut Chapra, komitmen terhadap nilai-nilai Islam dan maqashid harus dilakukan.
Maqashid akan membantu terutama mereduksi kesimpangsiuran keputusan pengeluaran
pemerintah dengan memberikan criteria untuk membangun prioritas. 28
Menurut an-Nabhani dan al- Maliki, dalam pengambilan kebijakan fiskal yang sesuai dengan
ekonomi Islam adalah setiap kebijakan haruslah memberikan jaminan atas pemenuhan seluruh
kebutuhan pokok (al-hajat al-asasiyah/basic needs) bagi setiap individu dan juga pemenuhan
berbagai kebutuhan sekunder dan luks (al-hajat al-kamaliyah) sesuai dengna kadar kemampuan
individu bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu dengan kekhasan didalamnya.
Dengan demikian titik berat sasaran pemecahan
28
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102
permasalahan dalam ekonomi Islam terletak pada permasalahan individu menusia bukan pada
tingkat kolektif (negara dan masyarakat). 29
Menurut al-Maliki, ada empat perkara yang menjadi asas politik ekonomi Islam. Secara umum
Pertama,setiap orang adalah individu yang memerlukan pemenuhan kebutuhan. Kedua,
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dilakukan secara menyeluruh (lengkap). Ketiga,mubah
(boleh) hukumnya bagi individu mencari rizki (bekerja) dengan tujuan untuk memperoleh
kekayaan dan meningkatkan kemakmuran hidupnya. Keempat, nilai-nilai luhur (syariat Islam)
harus mendominasi (menjadi aturan yang diterapkan) seluruh interaksi yang melibatkan
individu-individu di dalam masyarakat. 30
Berpijak pada pemikiran ini, sasaran pemecahan permasalahan ekonomi seperti kemiskinan
adalah kemiskinan yang menimpa individu bukan kemiskinan yang menimpa negara atau
bangsa. Dengan terpecahkannya masalah kemiskinan yang menimpa individu dan
terdistribusikannya kekayaan nasional secara adil dan merata, maka hal itu akan mendorong
mobilitas kerja warga negara sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan kekayaan nasional.
Ketika kunci permasalahan ekonomi terletak pada distribusi kekayaan yang adil, maka yang
harus dijelaskan adalah bagaimanakah metode untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil
Taqiyuddin an-Nabhani. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif. h. 37
Abdurrahman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, Penerjemah: Ibnu Sholah, (Bangil : Al-
Izzah, 2001). h. 12
30
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emlalui kebijakan fiskal, sebagaimana yang dikatakan Allah dalam QS. Al-
Hasyr : 7 yang artinya “…Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara
orang-orang kaya saja diantara kamu…”
Dalam Islam, kebijakan fiskal hanyalah salah satu mekanisme untuk menciptakan distribusi
ekonomi yang adil. Karenanya kebijakan fiskal tidak akan befungsi dengan baik bila tidak
didukung oleh mekanisme-mekanisme lainnya ayng diatur melalui syariat Islam, seperti
mekanisem kepemilikan, mekanisme pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan, dan
mekanisme kebijakan ekonomi negara. Adapun peranan kebijakan fiskal sebagai salah Satu
bentuk Intervensi pemerintah Dalam perekonomian Merupakan konsekuensi logis dari kewajiban
syariat sebagai jawaban atas salah satu realitas yang menunjukkan bahwa tidak semua warga
negara memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dalam ekonomi
konvensional dikenal sebagai masalah “eksternalitas” dan kegagalan pasar
(market failure). Sebagaimana Di sebutkan sebelumnya, Politi ekonomi yang mendasari
kebijakan fiskal Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu secara
menyeluruh dan mendorong mereka memenuhi berbagai kebutuhan sekunder dan tersiernya
sesuai dengan kadar kemampuannya. Menurut al-Maliki kebutuhan pokok yang disyariatkan
oleh Islam terbagi dua. Pertama, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu
secara menyeluruh. kebutuhan ini meliputi pangan (makanan), sandang
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(pakaian) dan papan (tempat tinggal). Kedua, kebutuhan-kebuthan pokok bagi
rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan kategori ini adalah kemanan, kesehatan
dan pendidikan. 31
Masalah yang dihadapi Indonesia ternyata bukan semata-mata pada besaran (sekian persen)
tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan, melainkan lebih pada kualitas pertumbuhan ekonomi itu
sendiri. yang lebih relevan untuk dibahas disini adalah kondisi kesehatan dan pendidikan Kalau
keduanya hendak ditentukan mana yang lebih penting, maka penulis cenderung pada pendidikan
karena hal inilah yang paling menentukan karakter dan kualitas pribadi individu.
Pendidikan merupakan masalah struktural pertama yang harus segera diatasi. Jika kondisi
pendidikan di Indonesia lemah maka bukan hanya perekonomian Indonesia yang akan lemah,
tetapi juga bidang-bidang lainnya
mulai dari sosial politik, hingga budaya. Agar Indonesia memiliki para pemikir yang cerdas,
politisi yang giat mengusahakan misidan kegiatan politik yang berbobot, aparat birokrasi yang
cakap dan berdedikasi, dan angkatan kerja yang bermutu dan produktif, maka tidak bisa tidak
bidang pendidikanlah
yang pertam-tama harus dibenahi. 32 Sebagaiman firman Allah bahwa, Allah
Abdurrahman al-Maliki. Politk Ekonomi Islam. h. 168 dan 186
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tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-
sebab kemunduran mereka.
...
...
“...Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”(QS. Ar-Ra’d
: 11)
Hal ini juga terkait dengan pemenuhan salah satu maqashid Syariah, yakni hifdz al-‘aql.
Memelihara akal merupakan kwajiban bagi setiap individu yang artinya juga kewajiban bagi
negara untuk memenuhinya, karena merupakan kebutuhan bagi masyarakatnya. Selain itu,
infrastruktur merupakan penentu kelancaran dan akselerasi pembangunan.
Tersedianya fasilitas infrastruktur akan merangsang pemabangunan disuatu daerah atau negara.
Semakin cepat dan besarpembangunan ekonomi yang hendak digerakkan semakin banyak
infrastruktur yang diperlukan. Tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat
dipastikan suatu kegiatan ekonomi atau pembangunan pada umumnya akan berjalan tersendat-
sendat. Dalam berbagai literature kita telah ketahui bahwa infrastruktur memiliki sifat
eksternalitas positif yang tinggi.
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Oleh Karena itu, pembahasan mengenai kebijakan belanja pemerintah, penulis memfokuskan
analisis pada sektor pendidikan, kesehatan
dan infrastruktur.
a. Anggaran Pendidikan
Pada bulan Agustus 2008 pemerintah, atas paksaan keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13
Agustus 2008 yang mewajibkan alokasi 20% APBN untuk pendidikan sesuai dengan amanat
konstitusi, telah mulai melakukannya pada APBN 2009. Dalam pidato kenegaraan 15 Agustus
2008, Presiden SBY menyatakan pemerintah mengalokasikan 20% dana dari RAPBN 2009 yang
untuk pertamakalinya melampaui angka Rp. 1 kuadraliun (Rp. 1.122.200.000.000.000) dana
yang disediakan untuk pendidikan mencapai Rp. 224 triliun. Presiden juga menyatakan
tambahan dana itu akan dimanfaatkan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama
dalam menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; merehabilitasi gedung
sekolah serta membangun puluhan ribu kelas dan ribuan sekolah baru; meneruskan bantuan
operasional sekolah melalui Pemda; serta menambah gaji dan kesejahteraan guru agar
pendapatan terendah seorang guru mencapai Rp. 2 juta per bulan. Dalam APBN 2009 yang
disahkan DPR, nilai total belanja pada APBN diciutkan menjadi Rp. 1.037,1triliun, namun dana
untuk pendidikan tetap diaolaksikan 20% (Rp. 207,4 triliun). 33
Meskipun di nilai belum mencukupi oleh sejumlah kalangan, perubahan ini merupakan
keputusan besar yang patut diapresiasi, karena dilakukan ketika kondisi keuangan negara masih
terbatas sehingga sebagai konsekuensinya ambang defisit anggarandinaikkan
menjadi1,9%(sebelumnya 1,5%) dan tambahan utang dalam negeri terpaksa diadakan.
Dalam soal alokasi dana APBN, pemerintah tampaknya memang sudah memberikan usaha
maksimal. ini dapat dilihat pada kecenderungan anggaran Pendidikan yang terus meningkat dari
tahun ke tahun. (lihat grafik IV. 1) Dengan tercapainya alokasi peningkatan anggaran untuk
bidang pendidikan, maka tibalah saatnya utnuk melakukan reorientasi pendidikan dengan lebih
mementingkan sisi output dari pada input. Sisi input seperti jumlah anggaran, jumlah sekolah
dan jumlah guru, sedikit banyak sudah dipenuhi.
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Sumber : Departemen Keuangan RI
Melalui orientasi baru yang lebih memerhatikan sisi output, kita harus mulai berpikir bagaimana
dengan dana dan sumber daya yang ada di kita dapat meningkatkan kualitas dan hasil kegiatan
belajar-mengajar agar siswa dari semua tingkatan tidak sekedar menghabiskan waktu sekian
lama di sekolah, melainkan benar-benar mendapatkan suatu bekal hari depannya. Penambahan
anggaran pendidikan secara signifikan sejak tahun 2009 hendaknya dimanfaatkan sebagai
momentum utnuk melakukan berbagai perbaikan substantife yang berorientasi pada output
pendidikan. Disisi lain, pengawasanpun harus ditingkatkan agar anggaran pendidikan yang
demikian besar dapat efektif karena penambahan anggaran dalam waktu bersamaan juga
memperbanyak lahan korupsi potensial baru. Semoga pula penambahan anggaran pendidikan ini
dapat meringankan beban masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya, karena gaji guru,
keperluan operasional sekolah, dan buku-buku secara bertahap sudah menjadi tanggungan
pemerintah. Semoga masing-masing dari kita selalu ingat bahwa kualits pendidikan sangat
menentukan keberhasilan sebuah bangsa.
b. Anggaran Kesehatan
Kalau dibandingkan dalam rentang waktu semata, harus diakui
Indonesia khususnya selama masa Orde Baru sudah mencatat benyak kemajuan di berbagai
indicator kesehatan mulai dari tingkat kematian bayi, kecukupan gizi anak-anak dan remaja,
kondisi sanitasi umum, jumlah dokter dan juru rawat, jumlah rumah sakit dan terutama pusat
kesehatan masyarakat (Puskemas) sudah berkembang cukup pesat. Pemerintah sendiri terus
menambah alokasi belanja kesehatan, baik dalam jumlah nominal maupun sebagai presentase
dari total anggaran.
Sumber : Departemen Keuangan RI
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Nilai anggaran sektor kesehatan dalam APBN terus mengalami peningkatan pesat, khususnya
pada era otonomi daerah yang menandai transfer wewenang dan tanggung jawab utama
pembinaan kesehatan masyarakat dari tangan pemerintha pusat kepada pemerintah daerah.
(provinsi dan kabupaten/kota). Namun begitu dibandingkan dengan prestasi negara- negara lain,
segera tampak bahwa kinerja sektor kesehatan Indonesia masih sangat terbatas dan belum
memadai. Berdasarkan data resmi UNDP, pada tahun 2004 (datanya diumumkan pada akhir
2006) HDI(human development index) Indonesia meraih skor 0,697 dan menempati urutan ke-
108 dari total 177 negara yang diteliti. Di lingkungan Asia Tenggara saja Indonesia tercecer jauh
ketinggalan dari Singapura yang berada diurutan paling tinggi. 34
Bidang kesehatan di Indonesia memerlukan pembenahan besar-besarnan, karena kalupun secara
nasional Indonesia sudah mengalami banyak
kemajuan di bidang kesehatan, akan tetapi secara internasional pencapaian Indonesia itu ternyata
masih minim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data dibawah ini.
Tabel IV. 4
Tingkat Komitmen Nasional Terhadap Kesehatan
Indikator
Presentaasekelahiranyang
didampingi tenaga medis terampil
34
Indonesia
Cina
Filipina
Thailand
Malaysia
Vietnam
72
96
60
99
97
85
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(2004)
Jumlahdokterper100.000
penduduk (2004)
Jumlah perawat per 100.000
penduduk (2005)
Jumlah tempat tidur di rumah sakit
per 100.000 penduduk (2005)
Presentase alokasi dana APBN
untuk bidang kesehatan (2003)
Presentase balita yang kurang berat
badan (2004)
13
62
25
1,1
28
106
334
94
2,0
8
58
169
120
1,4
28
37
282
220
2,0
19
70
135
180
2,2
11
55
56
140
1,5
28
Sumber : Faisal Basri, Haris Munandar. Lanskap Ekonomi Indonesia.. h.96
Baru 72 % kelahiran bayi di Indonesia yang didampingi oleh tenaga medis terampil. Ankga ini
hanya lebih tinggi dari Filipina (60%) yang sama dengan Indonesia yang kelahirannya hany
didampingi dukun atau sekedar pemijat tradisional. Jumlah dokter yang tersedia untuk melayani
kesehatan masyarakat bahkan sangat rendah yakni hanya 13 dokter per 100.000 penduduk. Bagi
masyarakat yang tinggal di Jakarta atau kota besar dan menengah kenyataan tersebut mungkin
terabaikan karena memang para dokter terkonsentrasi di pusat keramaian. Berikutnya hanya
hanya ada 62 pearawat per 100.000 penduduk di Indonesia. hanya Vietnam yang memiliki lebih
sedikit perawat, sementara negara-negara Asia Pasifik lainnya jumlah perawat bukan hanya lebih
banyak melainkan berkali lipat lebih banyak dari pada di Indonesia. Jumlah tempat tidur rumah
sakit di Indonesia hanya 25 unit per 100.000 pendudu. Ini amat rendah, karen negara-negara lain
memiliki jauh lebih banyak lagi temoat tidur di rumah sakit yang menjadi indikasi sejauh mana
ketersediaan pelayanan kesehatan secara umum. Dan ini jelas terkait dengan alokasi anggaran
kesehatan di Indonesia yang rasionya terhadap total anggaran juga terbilang paling rendah di
Asia. Berdasarkan data diatas, jelaslah bahwa Indonesia harus memberikan perhatian yang lebih
besar dan serius lagi untuk memperbaiki kondisi kesehatan pada umumnya. Penambahan pos
anggaran kesehatan yang selama ini dilakukan ternyata masih belum cukup untuk menjawab
berbagai tantangan dibidang kesehatan. Krena Kesehatan merupakan salah satu Kebutuhan
Primer atau hajjiyat bagi masyarakat. Dimana negara wajib memenuhinya.
c. Anggaran Infrastruktur
Infrastruktur pembangunan. Merupakan penentu Kelancaran dan akselerasi
merangsang Tersdianya fasilitas Infrastruktur akan pemabangunan disuatu daerah atau negara.
Semakin cepat dan besar pembangunan ekonomi yang hendak digerakkan semakin banyak
infrastruktur yang diperlukan. Tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat dipastikan
suatu kegiatan ekonomi atau pembangunan pada umumnya akan berjalan tersendat-sendat.
Dalam berbagai literature kita telah ketahui bahwa infrastruktur memiliki sifat eksternalitas
positif yang tinggi. Artinya, pengadaan suatu infrastruktur akan sangat mempengaruhi secara
positif (mendukung) perkembangan berbagai sektor ekonomi lainnya. Sebaliknya keterbatasan
infrastruktur jelaskan mengakibatkan pemanfaatan potensi dan
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sunber daya ekonomi menjadi tidak optimal, bahkan sulit berkembang hingga ke taraf yang
diharapakan. Sampai pada masa SBY-JK. setelah peningkatan anggaran untuk pembangunan
infrastruktur belum kunjung meningkat secara memadai. Keterbatasan anggaran itu sendiri, sulit
dipungkiri memang diakrenakan minimnya dana yang tersedia. Kemampuan pemerintha sendiri
dalam membiayai pembangunan infrastruktur kian lama kian terbatas. Berikut ini data mengenai
kebutuhan dana untuk infrastruktur di Indonesia.
TABEL IV. 5
Data Kebutuhan Anggaran Infrastruktur Parsial
BUMN & BUMD, 2005-2009
BUMN/BUMDKebutuhan Dana (miliar rupiah)
Jasa Marga
PLN
Perum Perumnas
Kereta Api Indonesia
Gas Negara
Angkasa Pura I
Angkasa Pura II
Pelindo I
Pelindo II
Pelindo III
Pelindo IV
PDAM
Perum Jasa Tirta I
Perum Jasa Tirta II
TOTAL
85,241
78,957
12,529
27,488
40,672
3,517
7,732
1,862
9,710
2,281
3,627
25,940
280
6,057
305,893
Sumber : Faisal Basri, Haris Munandar. Lanskap Ekonomi Indonesia. h. 135
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Berdasarkan kecenderungan dan data yang tesedia, selama kurun waktu 2005-2009 dibutuhkan
anggaran pembangunan infrstruktur sebesar US$ 145 miliar (Rp. 1,303 triliun) yang 1,2 kali
lebih besar dari pada total APBN 2009. Jumlah ini diluar kebutuhan rekonstruksi Aceh dan
wilayah sekitarnya yang terlanda bencana dahsyat Tsunami 2004 yang mencapai US$ 1,5 miliar,
yang dananya sudah diprioritaskan dan sudah disediakan penerintah, disamping donasi
internasional. Dari dana tersebut pemerintah hanya bisa menyediakan 17 % nya saja, atau sekitar
US$ 25 miliar (atau sekitar 225 triliun, berdasarkan kurs yang berlaku pada saat penyusunan
program). 35
Salah satu ciri kebijakan fiskal di Masa Rasul yang diungkap oleh Adiwarman terkait dengan
prinsip pengeluaran, yakni, Infrastuktur merupakan hal yang sangat penting dan mendapat
perhatian dan porsi besar. Pada zaman Rasulullah SAW pembangunan infastruktur berupa
pembangunan sumur umum, pos, jalan raya , dan pasar. Pembangunan infrastruktur ini diikuti
oleh para sahabat, bahkan Khlifah Umar bin Khattab r.a menginstruksikan kepada gubernurnya
di Mesir untuk membelanjakan minimal 1/3 dari pengeluaran untuk pembangunan infratruktur.
4. Pembiayaan & Utang Negara
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Kebijakan fiscal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam tata perekonomian Islam sejak
awal. Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiscal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai
tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan
tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Untuk
mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara, maka Rasulullah
menyerahkannya kepada baitulmaal dengan menganut asas anggaran berimbang (balance
budget). 36
Seandainya penerimaan pajak bisa memadai, maka negara tidak akan tergantung pada utang.
Utang luar negeri selama ini ternyata mendatangkan lebih banyak mudharat dari pada
menfaatnya. Pemerintahan SBY harus diakui memiliki wawasan dan keteguhan tinggi dalam
mengkikis berbagai masalah yang bersumber dari utang luar negeri, khususnya ketergantungan
pada pendanaan, sipervisi dan pengawasan lembaga-lembaga donor terutama terutama IMF dan
Bank Dunia. Meskipun masalah utang luar negeri belum sepenuhnya hilang, namun ancamannya
tidak lagi mengerikan seperti dimasa sebelumnya.
Pada Grafik IV.3 memperlihatkan bahwa jumlah total utang (dalam dan luar negeri) Indonesia
sebagai presentase terhadap PNB (GDP) dari tahun ke tahun mengalami penurunan signifikan.
Kalau saja, pajak kian bisa
Nurul Huda, dkk. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis. Ed:1 (Jakarta : Kencana
Prenada Media Group. 2008). Cet. Ke-1. h. 162
36
116
diandalkan, maka rasio utan gterhadap GDP akan bisa ditekan lebih banyak lagi, karena dalam
waktu bersamaan pemerintah kian bertumpu pada utang dalam negeri. Perhatikan tabel IV. 5,
pada periode 2004-2008 peran utang luar negeri dalam membiayai defisit APBN naik turun, dan
pada 2004, 2006, 2007 bahkan mencatat angka negative. Artinya, pembayaran utana lama lebih
banyak dari pada utang baru sehingga mengurangi stok utang luar negeri. Angka positif tercatat
pada tahun 2005 dan 2008, ketika pemerintah harus menarik utang luar negeri dalam jumlah
besar demi manambal defisit, dua- duanya akibat lonjakan harga minyak dunia. Meskipun mulai
teratasi, utang luar negeri akan kembali mengancam kemandirian bangsa kalau terus bertambah,
seperti terjadi tahun 2008, ketika pemerintah harus menarik utang luar negeri senilai lebih dari
Rp. 30 triliun. Selama periode 2004-2008, tepatnya sejak tahun 2006 sampai sekarang,
pemerintah hampir selalu mengandalkan utang dalam negeri berupa penerbitan surat-surat
berharga atau obligasi pemerintah ke pasar uang dalam dan luar negeri sebagai sumber
pembiayaan defisit. Jumlahnya bukan sekedar bertambah melainkan mengalami pelipatan, yakni
Rp. 17, 5 triliun (2006), Rp. 43,6 triliun (2007), dan Rp. 73,9 triliun (2008).
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Tabel IV. 6
Pembiayaan Defisit Anggaran dari Utang dan Non-Utang
(triliun rupiah) 2004-2008
Uraian 2004 (LKPP)
nominal %
PDB2005 (LKPP)
nominal %
PDB
2006 (LKPP)
nominal %
PDB
2007 (LKPP)
nominal %
PDB
2008 (LKPP)
nominal %
PDB
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A. Pendapatan Negara dan
Hibah
B. Belanja Negara
Diantaranya:
- Pembayaran Bunga Utang
+ Utang Dalam Negeri
+ Utang Luar Negeri
- Belanja Modal
C. Surplus/(Defisit) Anggaran
D. Pembiayaan
I. Non-Utang
1. Perbankan Dalam Negeri
2. Non-Perbankan Dalam
Negeri
a. Privatisasi (neto)
- Penerimaan
-PMN
b. Penjualan Aset
c. PMN/Dukungan Infrastruktur
II. Utang
1. Utang Dalam Negeri
a. SBN Dalam Negeri (neto)
2. Non PErbankan Dalam
Negeri
a. SBN Luar Negeri (neto)
b. Pinjaman Luar Negeri (neto)
- Penarikan Pinjaman
+ Pinjaman Program
+Pinjaman Proyek
-Pembayaran Cicilan Pokok
E. Kelebihan/(Kekurangan)
Pembiayaan
PDB (triliun rupiah)
Sumber : Departemen Keuangan RI.
403,4
427,2
62,5
39,6
22,9
61,5
-23,8
20,8
42,0
22,7
19,3
3,5
3,5
0,0
15,8
0,0
-21,1
-2,1
-2,1
-19,1
9,0
-28,1
18,4
5,1
13,4
-46,5
-3,0
2.261,7
17,8
18,9
2,8
1,7
1,0
2,7
-1,1
-0,9
1,9
1,0
0,9
0,2
0,2
0,0
0,7
0,0
-0,9
-0,1
-0,1
-0,8
0,4
-1,2
0,8
0,2
,6
-2,1
-0,1
495,2
509,6
65,2
42,6
22,6
32,9
-14,4
11,1
-1,2
-2,6
1,4
0,0
0,0
0,0
6,6
-5,2
12,3
-2,3
-2,3
14,6
24,9
-10,3
26,8
12,3
14,6
-37,1
-3,3
2.785,0
17,8
18,3
2,3
1,5
0,8
1,2
-0,5
0,4
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
-0,2
0,4
-0,1
-0,1
0,5
0,9
0,4
1,0
0,4
0,5
-1,3
-0,1
638,0
667,1
79,1
54,1
25,0
55,0
-29,1
29,4
20,0
18,9
1,1
0,4
2,4
-2,0
2,7
-2,0
9,4
17,5
17,5
-8,1
18,5
-26,6
26,1
13,6
12,5
-52,7
0,3
3.338,2
19,1
20,0
2,4
1,6
0,7
1,6
-0,9
0,9
0,6
0,6
0,0
0,0
0,1
-0,1
0,1
-0,1
0,3
0,5
0,5
-0,2
0,6
-0,8
0,8
0,4
0,4
-1,6
0,0
707,8
757,6
79,8
54,1
25,7
64,3
-49,8
42,5
9,1
8,4
0,7
0,3
3,0
-2,7
2,4
-2,0
33,3
43,6
43,6
-10,3
13,6
-23,9
34,1
19,6
14,5
-57,9
-7,4
3.957,4
17,9
19,1
2,0
1,4
0,7
1,6
-1,3
1,1
0,2
0,2
0,0
0,0
0,1
-0,1
0,1
-0,1
0,8
1,1
1,1
-0,3
0,3
-0,6
0,9
0,5
0,4
-1,5
-0,2
895,0
989,5
94,8
65,8
29,0
95,0
-94,5
94,5
-10,2
-11,7
1,5
0,5
0,5
0,0
3,9
-2,8
104,7
73,9
73,9
30,8
43,9
-13,1
48,1
26,4
21,8
-61,3
0,0
4.484,4
20,0
22,1
2,1
1,5
0,6
2,1
-2,1
2,1
-0,2
-0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
-0,1
2,3
1,6
1,6
0,7
1,0
-0,3
1,1
0,6
0,5
-1,4
0,0
Beban pembiayaan utang dalam negeri pun sejak beberapa tahun terakhir pun sudah menggusur
utang luar negeri. pembayaran utang luar negeri secara nominal memang bertambah, namun
kenaikannya tidak banyak (kecuali untuk tahun 2008 yang dipastikan melonjak akibat besarnya
defisit APBN). Sementara itu, Pembayaran bunga utang dalam negeri tampak melonjak tajam
dari tahun ketahun, terutama pada tahun 2008, ketika pembayaran kuartal pertama saja sudah
hampir meliputi 60% dari total pembayaran bunga tahun 2007.
Tabel IV. 7
Pembayaran Biaya Utang Dalam dan Luar Negeri (Triliun
Rupiah)2004-2008
Uraian
2005
2006
2007
2008
2009
Total Pembayaran Bunga Utang
Bunga Utang Dalam Negeri
Bunga UTang Luar Negeri
Sumber : Departemen Keuangan RI
65.199,5
42.600,0
22.599,6
79.082,6
54.908,3
24.174,3
79.806,4
54.079,4
25.727,0
88.429,8
59.887
28.542,8
110.050,9
70.857,1
39.193,8
Utang tetaplah utang, yang merupakan beban yang tertunda, dan pada saat harus ditunaikan,
bobotnya akan lebih berat dari sekarang.
Dalam kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang patut disimak secara seksama. Pertama, porsi
pengeluaran rutin diluar utang luar negeri menjadi tertekan sehingga harus berkorban untuk
pembayaran utang luar negeri yang kecenderungannya menjadi meningkat dari tahun ke tahun.
Kedua, anggaran pembangunan langsungpun semakin tertekan karena penerimaan dalam negeri
juga harus dikorbankan untuk pengeluaran rutin, yang didominasi oleh pembayaran utang luar
negeri. Ketiga, posisi tabungan pemerintah sebenarnya cukup besar, paling tidak dilihat dari
kondisi perekonomian yang ada. Ironisnya, jumlah tabungan pemerintah ini kadangkala tidak
cukup untuk mengimbangi besarnya cicilan bunga dan utang luar ngeri. 37
Konsep angaran APBN modern sebenarnya bisa mengadopsi konsep Baitulmaal dengan apa
yang disebut balanced budget. Seimbang antara yang diterima dengan yang dikeluarkan. Maka
dari itu, meski utang diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan dalam Islam. Dalam pengelolaan
keuangan Negara, Rasulullah SAW sebagai pemimpin selalu berusaha menerapkan kebijakan-
kebijakan yang tujuan akhirnya adalah kemaslahatan ummat. Prinsip utama yang Rasulullah
ajarkan adalah bagaimana menerapkan balanced budget. Pengaturan APBN yang dilakukan
Rasulullah SAW secara cermat, efektif dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit
angaaran meskipun sering terjadi peperangan. 38
Mencari pinjaman meskipun diperbolehkan secara prinsip oleh syariah, namun harus
dihindarkan. Beberapa ulama klasik terkemuka menentang keras pemerintah berhutang karena
adanya salah urus dari pembiayaan publik yang lazim terjadi pada masa mereka. Para ulama
klasik menetapkan suatu kondisi dimana pemerintah tidak boleh meminjam kecuali ada
ekspektasi mengenai pendapatan yang akan menjamin pembayaran utangnya kembali.
Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang
Luar Negeri. h.125
38Euis Amalia. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer.
h.
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M. Umer Chapra menjelaskan bahwa pemerintah muslim harus meminimalkan pinjaman, dan ini
dapat dilakukan hanya jika mereka menegakkan disiplin ketat pada program pengeluaran dan
tidak melampauinya. Hal ini tidak harus menjadi hambatan bagi program pembangunan mereka,
sebab masih mungkin menyiapkan pembiayaan bagi hampir semua proyek mereka yang bernilai
dengan menggunakan sejumlah cara yang dapat diterima oleh syari’ah diluar pinjaman, seperti
leasing dengan sector swasta ataupun menggalakkan filantropi swasta. Dengan demikian,
tidaklah realistis bagi pemerintah muslim berbicara tentang Islamisasi, tanpa berusaha secara
serius memperkenalkan efisiensi dan pemerataan yang lebih besar dalam keuangan public dan
mengurangi deficit anggaran. 39
Adiwarman Karim dalam bukunya Ekonomi Makro Islami mengatakan bahwa salah satu
ciri kebijakan fiskal di zaman Rasul dan para Sahabat yakni jarang sekali
terjadi defisit. Selama perjuangan Rasulullah SAW tercatat hanya sekali saja
terjadi anggaran defisit. Hal ini terjadi ketika jatuhnya kota Mekkah. Utang
akibat angaran defisit ini dibayarkan kurang dari satu tahun, yaitu setelah
usainya perang Hunayn. 40
Dalam kaitannya dengan SBSN, kebijakan menerbitkan SBSN dikategorikan sebagai instrument
kebijakan fiskal khusus, yakni konsep
pengelolaan keuangan negara, dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah
39Umer
40
Chapra. Islam dan Tantangan Ekonomi. h. 299-301
Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. h.
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dana dari para investor untuk Pembiayaan APBN dengan menyertakan underlying asset, artinya
pemerintah berutang dengan menyediakan sejumlah asset negara yang bernilai jual tinggi utnuk
dijadikan sebagai jaminan yang meyakinkan para investor untuk menggelontorkan dananya.
Senada dengan hal ini Rasulullah SAW sebagai kepala negara pada masa pemerintahannya juga
pernah menerapkan kebijakan fiskal khusus utnuk pengeluaran negara, demi kemaslahatan
ummat saat itu. 41
Perlu ditegaskan, kebijakan pemerintah dalam menerbitkan SBSN utnuk menjaring dana segar
dari para investor domestic dan luar negeri, harus memiliki asumsi budgeting APBN yang
diestimasikan dengan rijit dan benar. Dengan tetap berkomitmen akan terlebih dahulu
mengandalkan dan mengoptimalkan pendapatan negara dari BUMN, pajak dan ekspor, juga
mengurangi agresivitas pemerintah dalam berutang, serta mendisiplinkan pasar agar tidak
dikuasai asing. 42
Berkenaan dengan kebijakan pemerintah dalam menerbitkan SBSN Ibnu Nujaim memberikan
pendapat bahwa penggunaan kekayaan negara untuk hal-hal yang mengandung maslahah bagi
warga negaranya dibolehkan menjual sebagian kekayaan yang dimiliki oleh negara, asalkan
kepentingan
41
Euis Amalia. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer.
h.20
Fadlyka Himmah Syahputera Harahap. “Kebijakan Penerbitan Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN) Sebagai Instrument Pembiayaan Defisit APBN (Analisis Kebijakan Fiskal
Islam)”.
(Skripsi S1 HUIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2009). h. 82
42
utnuk merealisasikan kemaslahatan bagi rakyatnya. 43 Hal ini merupakan kondisi yang sama
dialami oleh Indonesia, dimana dalam penerbitan SBSN pemerintah harus menyiapkan
underlying asset yang nyata (tngible) guna dijadikan sebagai objek akad atau dijual hak
kepemilikannya kepada investor, yang mana underlying asset adalah kekayaan yang dimiliki
oleh negara seperti tanah, gedung dan barang milik negara yang bernilai manfaat. Dan dana yang
didapatkan dari penerbitan sukuk yang notabene diterbitkan oleh pemerintah seyogyanya
diprioritaskan untuk pengembangan usaha kecil menengah, pembenahan BUMN agar dapat
menghasilkan profit yang nyata yang pada gilirannya dapat dialihkan untuk pembangunan
infrastruktur dan fasilitas umum yang dapat dirasakan oleh masyarakat seutuhnya.
Ibnu Nujaim. al-Asybah wa al-Nazha’ir. Tagqiq : Abd al-Aziz Muhammad al- Wakil
(Kairo: Mu’assasah al-Halabi, 1968). h. 124
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari Analisis Prinsip Pengelolaan Keuangan Publik Islam terhadap Kebijakan
Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa;
1. Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan pemerintah, melalui zakat, ghanimah, fai,
jizyah, kharaj, shadaqah, dan lain-lain. Jika diklasifikasikan maka pendapatan tersebut ada
yang bersifat rutin seperti : zakat, jizyah, kharaj, ushur, infak dan shadaqah serta pajak jika
diperlukan, dan ada yang bersifat temporer seperti : ghanimah, fai, dan harta yang tidak ada
pewarisnya. Secara umum ada kaidah-kaidah syar’iyah yang membatasi kebijakan
pendapatan tersebut, sedikitnya ada tiga prosedur yang harus dilakukan pemerintah Islam,
yakni:
a. Kaidah Syar’iyah yang berkaitan dengan Kebijakan Pungutan Zakat;
b. Kaidah-kaidah Syar’iyah yang Berkaitan dengan Hasil Pendapatan yang berasal dari
Aset Pemerintah;
c. Kaidah Syar’iyah yang berkaitan dengan Kebijakan Pajak. Penguasa dan rakyat.harus
saling mengawasi untuk menjaga sumber baitulmaal dan melindunginya dari
pelanggaran dan untuk memastikan pengumpulan dan pengeluarannya sesuai dengan
kaidah syariah. Sebagaimana yang diperingatkan oleh Abu Yusuf bahwa uang publik
adalah amanah yang akan dimintakan pertanggung jawabannya maka harus digunakan
sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat. Sedangkan dalam hal Kebijakan Belanja
Ekonomi Islam, efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan
pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh maqashid syar’iyah
dan penentuan skala prioritas.
2. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan
undang-undang. Struktur APBN yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia
secara garis besar adalah sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan, terdiri dari Penerimaan pajak; Penerimaan bukan pajak; Hibah.
b. Anggaran belanja, terdiri dari Belanja pemerintah pusat; Belanja daerah.
c. Pembiayaan, yakni Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan. APBN
Indonesia disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan
kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.Dalam menyusun APBN
diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun
anggaran yang bersangkutan. Penyusunan Rancangan APBN tersebut berpedoman
kepada RKP dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumbersumber pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut dalam undangundang tentang APBN.Defisit anggaran dimaksud dibatasi
maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60%
dari PDB.
3. Penggunaan asumsi dasar makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi sebagai indikator
utama untuk menentukan kebijakan perekonomian negara termasuk dalam sistem
penganggaran, berbeda dengan dasar kebijakan dalam ekonomi Islam. Dalam kebijakan
ekonomi Islam pendekatan yang digunakan adalah pemenuhan kebutuhan basic
needsindividu, melalui pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Arah ini berbeda
180 derajat dengan kebijakan fiskal konvensional seperti yang digunakan Indonesia untuk
memecahkan kemiskinan harus menggemukkan golongan kaya dulu baru kemudian
kekayaan yang dipupuk secara nasional dialirkan dari golongan kaya tersebut ke golongan
miskin (trickle down effect) melalui mekanisme pasar. Dalam Prinsip penarikan pajak di
Indonesia ternyata tidak jauh berbeda dengan prinsip yang dikemukakan dalam ekonomi
Islam, seperti yang dikemukakan Abu Yusuf dalam hal perpajakan yakni canons of taxation,
berupa kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan
sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak, serta sitem pajak proposional.
Prinsip-prinsip ini digunkan dalam penarikan pajak di Indonesia guna menuju sistem
perpajakan yang baik, yaitu (1) Ability to Pay Approach (2) Benefit Approach.Akan tetapi
dalam penerimaan negara, Indonesia terlalu tergantung dengan pajak padahal dalam
ekonomi Islam keberadaan pajak hanyalah sebagai komplemen.Selain itu zakat sebagai
instrument utama dalam penerimaan negara dalam ekonomi Islam justru terabaikan.Serta
keberadaan moral hazard para petugasmenjadikan kondisi perpajakan di Indonesia semakin
jauh dari konsep idealnya. Pembentukan BUMN sebagai pelaksanaan amanat pembukaan
UUD 45 sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam dimana negara harus menyediakan
berbagai fasilitas yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat umum, namun sebaiknya
pengelolaan BUMN ini tidak melibatkan penguasa ataupun para pemimpin Negara dalam
pengaturannya untuk menghindari praktik-praktik yang menyimpang. Dalam konteks
ekonomi Islam, BUMN harus dikelola secara professional dan efisien..Jadi seharusnya
negara hanya boleh menguasai perusahaan yang bidangnya benar-benar menguasai
kebutuhan pokok masyarakat dan hanya berkonsentrasi pada hanya sedikit bidang yang
benar-benar vital dan strategis saja. Dibidang belanja negara, penambahan anggaran
pendidikan secara signifikan sejak tahun 2009, penambahan alokasi belanja kesehatan, baik
dalam jumlah nominal maupun sebagai presentase dari total anggaran, maka terlihat usaha
maksimal dari pemerintah untuk memanfaatkan uang negara untuk memperbaiki kualitas
masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah bahwa, “Allah tidak akanmerubah keadaan
mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebabkemunduran mereka” .Namun di
Indonesia peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur belum kunjung
meningkat secara memadai.
Keterbatasan anggaran itu sendiri, sulit dipungkiri memang diakrenakan minimnya dana
yang tersedia, padahal infrastuktur merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian
dan porsi besar di negara Islam. Terkait Utang dan Pembiayaan Negara, Pemerintahan SBY
harus diakui memiliki wawasan dan keteguhan tinggi dalam mengkikis berbagai masalah yang
bersumber dari utang luar negeri, khususnya ketergantungan pada pendanaan, sipervisi dan
pengawasan lembaga-lembaga donor terutama terutama IMF dan Bank Dunia, namun dalam
waktu bersamaan pemerintah kian bertumpu pada utang dalam negeri seperti SBSN. Dalam
kaitannya dengan SBSN, kebijakan menerbitkan SBSN dikategorikan sebagai instrument
kebijakan fiskal khusus yang boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat. Akan tetapi, sumber
dana yang berasal dari SBSN ini justru belum mandiri dalam account APBN Indonesia, padahal
alokasi dana SBSN secara konseptual harus jelas dan terarah penggunaannya.
B. Saran
1. APBN hendaknya diprioritaskan untuk pro-growth. pro-job, dan pro-poor. Tidak hanya
melihat pertumbuhan ekonomi dari segi presentase angka-angka, namun atas dasar
pemerataan pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang seimbang.
2. Selain konsep ekonomi yang berpihak kepada rakyat, proses pelaksanaan APBN perlu
mendapat perhatian diaman uang yang telah dialokasikan tersebut memang betul-betul
digunakan untuk kepentingan rakyat.
3. Pemerintah hendaknya lebih mengoptimalkan BUMN dengan membuat program-program
yamg komprehensif guna membuat BUMN berfungsi sebagamana yang diharapakan. Serta
mengoptimalkan pajak yang dibarengi dengan pengawasan yang efektif dan efisien untuk
penggalangan penerimaan negara yang optimal.
4. Pemerintah harus mempunyai strategi pengelolaan utang yang baik, baik penerbitan,
pelunasan, pengaturan jatuh tempo, refinancing, buy back, maupun peminimuman biaya dan
resiko utang sehingga potensi bom waktu tidak terjadi.
5. Sudah saatnya pemerintah mulai membuka mata akan potensi dana zakat, dengan mulai
mengintegrasikan zakat sebagai salah satu sumber penerimaan negara, niscaya defisit APBN
akan terkendali dengan demikian ketergantungan negara akan utang baik dalam dan luar
negeri akan berangsur-angsur surut.
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